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A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada table berikut: 
1. Konsonan 
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 alif tidak ا
dilambangkan 
tidak dilambangkan 
 ba b be ب
 ta t te ت
 (ṡa ṡ es (dengan titik diatas ث
 jim j je ج
 (ḥa ḥ ha (dengan titik dibawah ح
 kha kh kadan ha خ
 dal d de د
 (zal z zet (dengan titik diatas ذ
 ra r er ر





 sin s es س
 syin sy esdan ye ش
 (ṣad ṣ es (dengan titik dibawah ص
 (ḍad ḍ de (dengan titik dibawah ض
 (ṭa ṭ te (dengan titik dibawah ط
 (ẓa ẓ zet (dengan titik dibawah ظ
 ain ̒ apostrof terbalik‘ ع
 gain g ge غ
 fa f ef ف
 qaf q qi ق
 kaf k ka ك
 lam l el ل
 mim m em م
 nun n en ن
 wau w we و
 ha h ha ه





 ya y ye ى
 Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda  
( ̓ ). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal 
tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
 fatḥah a a اَ 
 kasrah i i اِ
 ḍammah u u اُ 
 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
 fatḥah dan yā̓̓ ai a dan i يَ 






 kaifa : كیف
 haula : ھو ل
3. Maddah 
Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
tanda 
Nama 
 fatḥah dan alif atau yā̓̓ ā a dan garis di .… اَ  / …يَ 
atas 
 kasrah dan yā ī I dan garis di ي
atas 




 māta : ما ت
 ramā : رمى
 qīla : قیل






Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup 
atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah (t). 
sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 
adalah (h). 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah di ikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’ 
marbūṭah itu di transliterasikan dengan ha (h). 
Contoh:  
 rauḍah al-aṭfāl : رو ضة اال طفا ل
 al-madīnah al-fāḍilah : المدینة الفا ضلة
 rauḍah al-aṭfāl :  الحكمة
5. Syaddah (Tasydīd) 
Syaddah atau tasydīd yang dalam system tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydīd( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 
perulangan huruf (konsonan ganda) yang di beri tanda syaddah. 
Contoh: 
 rabbanā : ربنا
 najjainā : نجینا
 al-ḥaqq : الحق
 nu”ima : نعم
 duwwun‘ : عدو
Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah ( ؠـــــ ), maka ia di transliterasi seperti huruf maddah menjadi ī. 
Contoh: 





 (Arabī (bukan ‘Arabiyyatau ‘Araby‘ : عربي
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan hurufال 
(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 
seperti biasa, al-,baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsyiah maupun huruf 
qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 
mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 
dihubungkan dengan garismen datar( - ). 
Contoh : 
 (al-syamsu (bukanasy-syamsu : الشمس
 (al-zalzalah (az-zalzalah : الزالز لة
 al-falsafah : الفلسفة
 al- bilādu : البالد
7. Hamzah. 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof( ‘ ) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletah di 
awal kata, ia tidak di lambangkan, karena dalam tulisan Arab iaberupaalif. 
Contoh : 
 ta’murūna : تامرون
 ’al-nau : النوع
 syai’un : شيء
 umirtu : امرت
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 





sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 
akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, 
kata al-Qur’an (dari al-Qur’ān), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila 
kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus di 
transliterasi secara utuh. Contoh: 
FīẒilāl al-Qur’ān 
Al-Sunnahqabl al-tadwīn 
 9. Lafẓ al-jalālah (هللا ) 
Kata “Allah” yang di dahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai muḍāilaih (frasa nominal), di transliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
Contoh: 
 billāhبا هللاdīnullāhدین هللا
Adapun tā’marbūṭah di akhir kata yang disandarkankepadalafẓ al-jalālah, 
ditransliterasidenganhuruf (t).contoh:  
في رحمة اللھھم   hum fīraḥmatillāh 
 10. HurufKapital 
Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
capital, misalnya, digunakan untuk menulis huruf awal nama diri (orang, tempat, 
bulan) dan huruf pertama permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap dengan huruf awal 
nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal 
kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-





dahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam 
catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). contoh: 
Wa mā Muḥammadun illā rasūl 
Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallaẓī bi bakkata mubārakan 
Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fih al-Qur’ān 
Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 
Abū Naṣr al-Farābī 
Al-Gazālī 
Al-Munqiż min al-Ḋalāl 
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) danAbū 
(bapakdari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka ke dua nama terakhir itu harus 
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:  
Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-
Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: 
Zaīd, Naṣr ḤāmidAbū). 
B. Daftar Singkatan 
 Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
SWT.  : subḥānahū wa ta’ālā 
SAW.  : ṣallallāhu ‘alaihi wasallam 
M  : Masehi 
QS…/…: 4 : QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali ‘Imran/3: 4 
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Undang-undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
Perusakan Hutan atau dikenal secara umum UU P3H merupakan aturan yang menegaskan 
lebih lanjut perihal aktifitas melawan hukum secara terorganisir yang berdampak pada 
ekosistem hutan. Alih-alih mewujudkan tindakan pencegahan dan menjerat pelaku 
kejahatan kehutanan yang terorganisir sebagaimana yang tertuang dalam konsideran 
menimbang hurup e, aparat hukum malah menyasar masyarakat yang notabenenya 
mendapatkan imunitas yang tertuang dalam pasal 1 angka 6 UU P3H. 
Putusan pengadilan merupakan hasil kesepakatan para hakim berdasarkan 
penilaian serta pertimbangan dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala sesuatu 
yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Berangkat dari polemik 
ketimpangan agraria. Permasalahan yang tak kunjung selesai kini berbuah konflik 
kepemilikan baik antar masyarakat-pemerintah, masyarakat-swasta, masyarakat-
masyarakat. Dalam tulisan ini, penulis melihat konflik itu mewujud antar masyarakat dan 
pemerintah. Keluarnya keputusan Menteri Kehutanan R.I No. Sk.5536/Menhut-
VII/KUH/20114 tanggal 2 September 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan pada 
Kelompok Hutan Niniconnang di Kabupaten Soppeng Propinsi Sulawesi Selatan, adalah 
dasar sangkaan aparat penegak hukum menindak masyarakat yang mengelola lahan 
kehutanan di Kabupaten Soppeng. Konflik agraria pun berlanjut di meja pengadilan 
dengan 3 dakwaan berbentuk alternatife, mengenai perusakan lahan kehutanan yang 
tertuang di Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
Perusakan hutan (UU P3H). Dari hasil pembuktian fakta-fakta hukum dalam persidangan, 
putusan hakim membebaskan terdakwa sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 
191 ayat (1) KUHAP dikatakan, bahwa yang dimaksud perbuatan yang didakwakan 
kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam putusan bebas adalah tidak 
cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat 
bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.  
Meskipun adanya upaya hukum kasasi bagi putusan bebas sebagaimana dalam 
Pasal 259 ayat (1) KUHAP, kesepahaman aparat penegak hukum terhadap sebuah 
peraturan haruslah terjalin agar tidak ada lagi kasus yang berakhir dengan kekeliruan 
penerapan tuntutan terhadap terdakwa.  





 BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Negara Indonesia menjadi Negara Hukum sebagaimana ditegaskan 
didalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Konsep Negara hukum ini tidak lahir begitu 
saja, melainkan berangkat dari sebuah kesadaran akan pentingnya sebuah tatanan 
hukum dalam kehidupan bersama. Tidak hanya itu, Indonesia juga memiliki 
sebuah nilai yang digali dari realitas sosial masyarakat yang dikenal dengan 
Pancasila. Maka dari itu, Indonesia memiliki keunikan sebagai Negara hukum  
berkat Pancasila sebagai dasar filosofi Bangsa dan Negara.  
Sejarah penerapan hukum di Indonesia dapat dikatakan masih menyisakan 
warisan kolonial. Sebagaimana kitab UU Hukum Pidana yang kini kita kenal 
dengan KUHP merupakan warisan sejarah bangsa belanda. Karena aturan hukum 
pidana yang berlaku di Indonesia hingga saat ini masih merupakan adopsi 
perundang-undangan kolonial Belanda yang diterjemahkan dari kitab wetboek van 
Strafrecht voor nederlandsch indie 1915 dengan perubahan disana sini. 
Diberlakukannya hukum colonial di Negara yang telah merdeka memiliki alasan 
tersendiri dalam kacamata hukum. Demi mengantisipasi kekosongan hukum 
dalam kehidupan bernegara maka, pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 berlaku 
pada tanggal 18 Agustus 1945 mengatakan : 
“segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku 
selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”
1
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Berbagai upaya pemerintah diawal proklamasi kemerdekaan dalam 
mewujudkan bangsa yang menjadikan hukum sebagai landasan geraknya salah 
satunya pembaruan UU pidana. Dengan di Undangkan nya Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1946 dimana poinnya menyatakan bahwa “hukum pidana yang 
berlaku sekarang (mulai 1946) ialah hukum pidana yang berlaku pada tanggal 8 
Maret 1942 dengan pelbagai perubahan dan penambahan yang disesuaikan 
dengan keadaan Negara Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dengan nama 
Wetboek Van Strafrecht voor nederlandsch indie diubah menjadi Wetboek Van 
Strafrecht dan kini dikenal dengan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 
 Namun tidak semua kebijakan kolonial bertahan untuk dijadikan sebagai 
landasan hukum disebuah Negara yang telah mewujudkan kemerdekaannya. 
Dalam persoalan agraria misalnya. Secara histori, Indonesia dimasa penjajahan 
colonial atau biasa disebut Hindia Belanda, telah memiliki Undang-Undang 
Agraria selain kitab wetboek van Strafrecht voor nederlandsch indie 1915. 
Kebijakan itu dikenal dengan agrarische Wet Tahun 1870 sebagai landasan 
hukum bagi Negara Hindia Belanda di Bidang pertanahan. Semangat penjajahan 
yang menyertai Undang-Undang Agraria Kolonial ini, menjadi efektif bagi segala 
pengurusan pertanahan untuk pengusaha Swasta (baca; pemodal Eropa) maupun 
perusahaan Belanda sendiri. Melalui undang-undang ini, para pemilik modal 
asing, bangsa Belanda maupun orang-orang Eropa lainnya mendapatkan 
kesempatan besar untuk berusaha di bidang perkebunan. Keuntungan yang 
diperoleh oleh para pemilik modal swasta sangat besar dari ekspor hasil 
perkebunan, meskipun sebaliknya harus dibayar mahal oleh rakyat Indonesia 
dengan penderitaan yang sangat berat.
2
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Hingga pada tahun 1960, bangsa Indonesia telah melahirkan kebijakan 
pokok mengenai penataan kembali permasalahan pertanahan. Kebijakan itu 
dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria yang disah kan pada tanggal 24 
September 1960, dan biasa disebut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang 
peraturan dasar pokok-pokok agraria. Ada beberapa poin yang dapat kita garis 
bawahi atas terbitnya UUPA 1960 ini. Yakni, putusnya hubungan hukum 
pertanahan colonial secara total di Indonesia dan pengakuan hukum adat/ hak 
ulayat dan bahkan dijadikan sebagai dasar dalam pembuatan UUPA 1960.  
Penjelasan Umum angka III (1) UUPA dinyatakan, bahwa: “Dengan 
sendirinya Hukum Agraria yang baru itu harus sesuai dengan kesadaran hukum 
dari pada rakyat banyak. Oleh karena rakyat Indonesia sebagian besar tunduk 
pada Hukum Adat, maka hukum agraria baru tersebut akan didasarkan pula pada 
ketentuan-ketentuan Hukum Adat itu, sebagai hukum yang asli, yang 
disempurnakan dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dalam Negara 




Pasca dikelurkannya kebijakan agraria ini, masyarakat telah memiliki 
kepastian hukum akan distribusi sumber daya secara berkeadilan. Namun fakta 
lapangan menunjukkan kebijakan reforma agraria justru dilemahkan dengan 
dilahirkannya Undang-undang sektoral misalnya, UU Pokok Kehutanan, 
pertanahan dan lain-lainnya yang memiliki unsur pemidanaan. Hal demikian tidak 
sedikit mengantarkan masyarakat dan petani ke ranah hukum hingga berujung 
pada penahanan. Di tahun 2018, terdapat 216 orang petani dan pejuang agraria 
yang ditahan tanpa prosedur yang jelas. Sebaran konflik ini berada di 7 sektor 
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yakni Perkebunan dengan konflik agrarian 144 (35%), sector property 137 (33%), 
pertanian 53 (13%), pertambangan 29 (7%), kehutanan 19 (5%), infrastruktur 16 
(4%) dan terakhir sector pesisir/kelautan dengan 12 (3%) jumlah konflik agrarian 




Padahal kebijakan dibidang pertanahan adalah suatu kebijakan public yang 
di buat oleh pemerintah RI dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat berlandaskan 
Konstitusi UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 ayat (3) yang 
berbunyi: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai 
oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” 
Pasal tersebut dipakai sebagai asas kerohanian negara dan cita-cita bangsa, 
khususnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, diletakkan dalam 
pasal 1 ayat (2) UUPA yang menyatakan bahwa “seluruh bumi, air dan ruang 
angkasa termasuk kekayaan alam yang terkadung di dalamnya dalam wilayah 
Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang 
angkasa Bangsa Indonesia merupakan kekayaan Nasional.”
5
  
Aktifitas masyarakat dalam mengelola hutan kerap berujung penangkapan 
hingga kepengadilan. Sepanjang tahun 2018 sedikitnya terdapat 11 petani 
ditetapkan sebagai tersangka – masih tahap penyidikan di kepolisian dan penyidik 
kehutanan –  dan 3 petani berhasil dinyatakan bebas oleh pengadilan.  
Kriminalisasi warga masyarakat didalam sekitar kawasan hutan terus 
mengalami peningkatan akibat adanya bias pemahaman aparat penegak hukum 
terhadap Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan 
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(UU P3H) tahun 2013. Dalam konsideran UU P3H, mengandung semangat untuk 
menyasar subjek hukum korporasi yang perbuatannya bersifat sistematis dan 
terorganisir serta melibatkan modal besar.  
Hak seseorang ataupun suatu kelompok atas suatu luasan tanah akan 
terjamin kepastiannya jika memperoleh pengakuan secara utuh. Artinya, 
pengakuan itu harus datang dari kedua-duanya: baik dari masyarakat maupun, 
terutama, dari pemegang kekuasaan di atasnya. Bagaimanapun juga, pengakuan 
dari pemegang kekuasaan, terutama pemerintah, itu sangat diperlukan justru agar 
hak itu terlindungi. Itulah sebabnya dikatakan bahwa masalah agraria pada 
hakikatnya adalah kekuasaan, masalah politik. “land is at the heart of power”, 
demikian kata Cristodoulou.
6
 Masalah agraria pada hakikatnya merupakan 
kekukasaan dan politik Negara hingga pada dasarnya keadilan atapun 
ketimpangan agraria akan berangkat dari pemerintah itu sendiri. 
Penataan kembali asset penguasaan, pemilikan, penggunaan dan 
pemanfaatan tanah dalam rangka menciptakan keadilan pada bidang penguasaan 
dan pemilikan tanah adalah kunci atas permasalahan agrarian. Sebagaimana bunyi 
Peraturan Presiden nomor 86 tahun 2018, Pasal 1 (2) tentang “Penataan Aset 
adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan 
tanah dalam rangka menciptakan keadilan di bidang penguasaan dan pemilikan 
tanah.”
7
 Sumber-sumber agrarian yang juga dikenal dengan asset kehidupan 
dalam masyarakat agraris salah satunya adalah tanah sebagai sarana produksi 
dalam menopang kelangsungkan hidup. Pentinganya sumber-sumber agrarian ini 
dalam kehidupan tidak hanya menjawab kebutuhan dasar manusia tetapi juga 
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memiliki potensi dalam bisnis, baik itu pertanian, perkebunan, kehutanan maupun 
alih fungsi lahan ke dalam bentuk infrastruktur, dan pertambangan. Akibat 
benturan kepentingan antara masyarakat dan swasta maupun pemerintah atas 
kepemilikan lahan menjadi alasan untuk segera dilakukannya penataan asset 
kepemilihan dan kepenguasaan tanah yang berkeadilan bagi masyarakat.  
Ditengah konflik agraria yang semakin kronis, upaya-upaya penyelesaian 
hukum kerap menjadi motif pembungkaman oleh aparat penegak hukum terhadap 
petani yang memperjuagkan tanahnya. Program pemerintah untuk 
mendistribusikan kawasan hutan seluas 4.853.549 hektar (per November 2017) 
untuk masuk dalam skema pelepasan kawasan hutan ternyata sebatas formalitas 
saja. Dan bahkan hingga dipenghujung  tahun 2018 Kementrian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan belum meredistribusikan dan melegalisasikan lahan yang 
masuk sebagai kawasan hutan seluas 4.853.549 hektar ke subjek prioritas reforma 
agrarian. Alih-alih menyelesaian konflik, aparat penegak hukum beserta 
kementrian kehutanan malah mempertajam konflik dengan masyarakat dengan 
cara penahanan serta pengusiran para petani yang menggarap hutan demi 
kelangsungan hidup.  
Berbagai tuduhan yang disangkakan ke petani tradisional yang menggarap 
hutan oleh aparat kehutanan maupun aparat hukum salah satunya ialah UU P3H 
nomor 18 tahun 2013. Adanya ketidakpastian norma hukum maupun pertentangan 
norma secara internal dalam UU P3H, khususnya yang mengatur tentang subjek 
hukum dan jenis perbuatan membuat UU ini terjebak pada pasal karet yang 
dimana dapat ditafsirkan secara sepihak oleh penguasa. Padahal, didalam 
konsideran UU P3H, telah mengandung semangat untuk menyasar subjek hukum 
korporasi  yang perbuatannya bekerja secara sistematis dan terorganisir dengan 





Akan tetapi dalam dunia hukum, pengadilan merupakan pintu terakhir 
yang dapat di tunggu oleh para pencari keadilan. Mengingat didalam konstitusi 
kita telah menjunjung tinggi kekuasaan kehakiman dalam memutuskan perkara 
tanpa intervensi sedikitpun. Sebagaimana tertuang didalam Undang-Undang 
Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman pasal 3 (2) “segala campur 
tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman 
dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” serta kekuasaan para hakim untuk 
menggali nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat sebagaimana kembali diatur 
kedalam Pasal 5 (1) “hakim  dan hakim konstitusi wajib menggali nilai-nilai 
hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”
8
  
Kekuasaan Kehakiman yang mandiri diangkat dari penjelasan menjadi 
materi Batang Tubuh UUD 1945. Seno Adji menegaskan, “pengadilan yang bebas 
merupakan suatu syarat yang indispensable dalam suatu masyarakat dibawah Rule 
of Law.” (Seno Adji)
9
 Dengan diputuskannya UU tentang kekuasaan kehakiman 
yang dianggap mengakomodir kepentingan person dan keprofesionalan hakim, 
merupakan bentuk Reformasi lembaga kehakiman yang sebelumnya berada di 
bawah lembaga eksekutif dan legislative. Namun tak sedikit putusan-putusan 
hakim dalam pengadilan mencerminkan semangat keadilan subtantif bagi 
masyarakat. Menurunnya kepercayaan masyarakat atas lembaga pengadilan pasca 
reformasi kekuasaan kehakiman menjadi hal serius  untuk ditanggapi oleh 
lembaga kehakiman sendiri. Berbagai fenomena serta perilaku yang mencuat atas 
menurunnya kepercayaan public terhadap pengadilan. Misalnya, ketidakpercayaan 
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masyarakat kepada hukum dan memilih penyelesaian konflik secara sepihak yang 
kadang diwarnai dengan kekerasan.  
Oleh sebab itu, menurunnya kepercayaan public atas kinerja aparat 
penegak hukum mesti kita maknai sebagai masalah bersama, hingga muncul 
kesadaran akan pentingannya proses penyelesaian perkara di depan pengadilan. 
Melihat lembaga peradilan serta perangkat-perangkat pelaksananya sebagai milik 
public dan bukan lagi warisan kekusaaan politik, akan lebih memungkinkan 
lahirnya putusan hakim yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat.  
Dengan penjelasan singkat sejarah hukum agrarian serta berbagai 
fenomena hukum atas konflik agraria yang menyertai warga dengan pemerintah 
ataupun swasta. Maka penulis menganggap perlunya kajian akademik baik itu 
secara legal formal atau sosio legal dalam kacamata hukum. Karena mengukur 
keberhasilan hukum pada aspek formalitasnya saja dan menafikan keadilan 
subtansi dari hukum itu, maka lambat laun hukum akan menjadi terasing dengan 
masyarakatnya sendiri. Merujuk latar belakang tersebut, penulis akan membahas 
dan mengulas fakta hukum terkait kasus penerobosan kawasan hutan oleh petani 
tradisional sebagaimana tuduhan serta tuntutan aparat penegak hukum. Maka 
dengan itu, penulis mengangkat hal tersebut sebagai bahan penulisan hukum 
dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Vonis Bebas Kasus Pengrusakan 
Lahan Kehutanan di Kabupaten Soppeng. (Putusan Nomor 
10/Pid.Sus/2018/PN Wns).” 
B. Focus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Focus Penelitian 
Focus penelitian ini lebih merujuk pada tinjauan yuridis atas sebuah 





tradisional di Kabupaten soppeng. Hasil keputusan pengadilan yang telah melalui 
pertimbangan-pertimbangan hakim atas fakta-fakta hukum yang muncul di 
persidangan, menjadi bahan analisis dalam penelitian ini. Memahami unsur-unsur 
yang terkandung dalam tindak pidana penyerobotan lahan kehutanan, yang 
didakwakan ke para petani tradisional yang mengakses hutan untuk kelangsungan 
hidupnya. Dan terakhir, bagaimana analisis kajian sosiolegal terhadap putusan 
Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Wns. 
2. Dekripsi Fokus 
Sehubungan dengan focus penelitian diatas, maka deskripsi focus ini 
meliputi aspek yuridis terhadap putusan hakim atas vonis bebas kasus 
penyerobotan lahan kehutanan di Kabupaten Soppeng. 
a. Aspek yuridis 
Aspek yuridis merupakan cara memandang suatu masalah dalam segi 
hukum atau perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan system hukum yang 
dianut oleh suatu Negara. 
b. Putusan Hakim dan Pertimbangan Hakim 
Dalam mekanismen hukum sebagaimana system civil law yang kita anut 
di Indonesia, hakim memiliki kebebasan dalam memutuskan suatu perkara serta 
tidak terikat pada keputusan pengadilan sebelumnya. Kebebasan hakim dalam 
memutuskan suatu perkara tidaklah dalam artian bebas sebebas-bebasnya. Putusan 
hakim tetap menjadikan Undang-undang sebagai alas pijaknya, hingga 
selanjutnya sampai kepada pertimbangan-pertimbangan atas fakta-fakta hukum 
yang muncul dipersidangan. Putusan hakim kerap pula dianggap sebagai sumber 





Salah satunya ialah Prof. Peter Mahmud Marzuki yang kembali mengutip 
ucapan Portalis yang salah seorang perancang Code Civil:   
“un code quelque complet qu’il puisse paraître, n’est pas plus tôt 
achevé que mille questions inattendues viennent s’offrir au 
magistrat. Car les lois, une fois rédigées, demeurent tells qu’elles 
ont été écrite. Les hommes au contraire, ne reposent jamais”. 
Terjemahan bebasnya: 
“suatu kitab hukum betapapun kelihatan lengkap, di dalam praktik, 
tidak akan dapat menjawab apabila beribu-ribu masalah yang tidak 
diduga diajukan kepada hakim. Oleh karena itulah undang-undang, 
sekali ditulis, tetap seperti apa yang tertulis. Sebaliknya, manusia 
tidak pernah berhenti bergerak.” 
Dari apa yang dikemukakan oleh Portalis ini, perancang Code Civil ini 
mengakui bahwa didalam praktik pengadilan, sangat mungkin timbul masalah-
masalah baru yang tidak ditampung oleh kodifikasi sekalipun.
10
 
c. Vonis bebas/ Putusan Bebas. 
Vonis bebas kadang kita temukan dalam beberapa keputusan pengadilan 
yang dianggap tidak memenuhi unsur dalam pasal yang dijadikan dasar dakwaan 
oleh Penuntut Umum (kejaksaan). Dalam pasal 191 (1) Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana menyatakan: “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil 
pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan 
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d. Tindak Pidana khusus dalam Sektor Kehutanan 
Tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan 
diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang 
bersifat aktif, juga perbuatan yang bersifat pasif.
12
 Adapun pengertian lanjutannya 
perihal tindak pidana khusus yakni, perbuatan yang diatur oleh hukum di luar 
hukum pidana umum atau di luar KUHP, seperti Undang Undang No. 18 Tahun 
2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. 
e. Kajian Sosio-legal 
Hukum pada dasarnya adalah suatu aktivitas kebudayaan yang mempunyai 
fungsi sebagai alat untuk menjaga keteraturan social atau sebagai sarana 
pengendalian social dalam masyarakat.
13
 Maka dengan penuturan diatas, kajian 
sosiologi hukum adalah suatu upaya deskriptif atas gejala social yang terjadi 
dimasyarakat akibat benturan nilai yang dimiliki oleh masyarakat dengan aturan 
hukum yang berlaku.  
C. Rumusan Masalah 
Dengan hasil penjabaran latar belakang serta judul yang penulis angkat 
diatas, maka dapatlah menentukan poin masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan 
Bebas Atas Kasus Pengrusakan Lahan Kehutanan Di Kabupaten Soppeng?  
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2. Bagaimana Akibat Hukum dengan Dijatuhkannya Putusan Bebas Bagi 
Terdakwa Dalam Tindak pidana Pengrusakan Kehutanan Pada Perkara 
Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Wns? 
D. Kajian Pustaka 
1. Buku dengan judul Hukum Agraria Indonesia adalah buku yang 
ditulis oleh Dr. Sahnan, S.H., M.Hum. Dalam buku ini topic 
pembahasannya mencakup seputar hukum tanah sebagai bidang utama dari 
kelompok Hukum Agraria dalam arti luas. Pokok pembahasannya pun 
sebenarnya mencoba untuk memuat hal-hal pokok yang diatur sebelum 
dan sesudah berlakunya UUPA dan peraturan pelaksananya. Dan terakhir, 
buku ini menyajikan pembahasan mengenai konsep teoritik penguasaan 
dan pemilikan ha katas tanah. 
2. Skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana 
Kehutanan (illegal Logging) (studi kasus putusan No. 
84/Pid.B/2014/PN.MU) merupakan skripsi yang ditulis oleh Musdalifah 
Supriady. Setelah menyimak objek penelitian serta isu hukum yang 
diangkatnya, skripsi ini lebih membahas proses hukum dalam hal 
penerapan pidana materil dan pertimbangan hakim untuk kasus pidana 
illegal logging di Kabupaten Mamuju. 
3. Buku Reforma Agraria: Perjalanan Yang Belum Berakhir yang di 
tulis oleh Gunawan Wiradi ini, merupakan buku rujukan penulis dalam 
melihat persoalan-persoalan agraria di Indonesia. buku ini tidak hanya 
menyangkut soal agraria, tetapi juga meliputi soal-soal transmigrasi, 
demokrasi, metodologi penelitian, teori organisasi, revolusi hijau dan lain-
lain. Dengan mendudukkan masalah agraria secara mendasar, maka kita 





semata namun mencakup segala aspek kehidupan manusi, baik itu 
ekonomi, social, politik dan budaya. 
4. Jurnal yang ditulis oleh Ria Casmi Arssa dengan Judul Indikasi 
Kriminalisasi Pembela HAM dalam Sengketa Agraria merupakan karya 
ilmiah yang di muat di jurnal Yudisial Vol. 7 No. 1 April 2014 Universitas 
Brawijaya. Jurnal ini juga mengangkat isu agraria dan di kemas dengan 
kajian sosiologi hukum dalam melihat praktek kriminalisasi pejuang HAM 
ditengah sengketa agraria. Tulisan ini mencoba menganalisis putusan 
Nomor 250.Pid.B.2013/PN.PLG dan Putusan Nomor 
76/PID/2013/PT.PLG dari perpektif sosiolegal yang berelasi erat dengan 
serangkaian praktik kriminalisasi aktivis hak asasi manusia yang 
mencerminkan adanya kondisi yang tidak seimbang dalam konteks 
perlindungan hukum bagi setiap warga Negara yang memperjuangan 
keadilan disektor agraria. 
5. Jurnal yang ditulis oleh Ashabul Kahfi dengan judul Kejahatan 
Lingkungan Hidup juga merupakan karya ilmiah yang dimuat di Jurnal al-
daulah Vol. 3/ No. 2./ Desember 2014 Universitas Alauddin Makassar. 
Muatan Jurnal ini memiliki relevansi dengan isu hukum yang coba di ulas 
kedalam tulisan ini. Berbicara mengenai kejahatan lingkungan yang kini 
mulai menjadi topik yang ramai dibicarakan baik dalam skala nasional 
maupun internasional. Maka sudah seharusnya sebuah kebijakan yang 
mampu menangkal dan merangsang kesadaran akan kerusakan lingkungan 
atau krisis ekologi yang dampaknya tidak mengenal batas teritorial 
administratif.  






Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini ialah: 
a. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam 
memutuskan kasus penyerobotan lahan kehutanan oleh petani 
tradisional di tengah konteks konflik agraria. 
b. Untuk memahami Akibat Hukum atas Dijatuhkannya Putusan 
Bebas Bagi Terdakwa Dalam Tindak pidana Kehutanan Pada Perkara 
Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Wns. 
2. Kegunaan 
Adapun kegunaan penelitian sebagai berikut: 
a. Manfaat praktis 
1) Dapat menjadi bahan diskusi di kalangan akademisi hukum 
maupun non hukum dalam melihat proses pertimbangan hakim 
dalam memutus suatu perkara.   
2) Guna memberi masukan ke para pemangku kebijakan agar 
menjadikan krisis agraria sebagai masalah prioritas untuk dijawab 
melalui kebijakan politik, dikarenakan ketimpangan sumber-sumber 
produksi di kalangan masyarakat bawah menjadi akar konflik 
hingga membawa masyarakat keranah hukum pidana. 
3) Untuk memperkaya pengetahuan baik penulis maupun para 
pejuang agraria dan aparat hukum dalam melihat konflik agraria 
secara luas dan objektif. 
b. Manfaat teoritik 
Kegunaa penelitian ini diharapkan dapat merangsang kesadaran para 
pembaca dalam melihat masalah hukum disektor agraria dengan 







A. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
KUHP Indonesia hingga kini masih bersumber pada WvS Belanda mes-
kipun telah dilakukan berbagai penyesuaian kebutuhan masyarakat Indonesia. 
Maka pastinya, pengertian KUHP Indonesia serta perangkat-perangkat lainnya 
masih merujuk kepada istilah Belanda. Hukum pidana Belanda memakai istilah 
strafbaar feit, dalam mengartikan perilaku yang melanggar ketentuan hukum yang 
berlaku. Di Indonesia pasca kemerdekaan mulai menasionalisasikan Hukum war-
isan colonial Belanda ini dan menamakannya Kitab Undang Undang Hukum Pi-
dana. 
Strafbaar feit pun diartikan sebagai tindak pidana atau lazim disebut oleh 
para ahli perbuatan pidana. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS 
Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu straftbaar feit. Timbul masalah da-
lam menerjemahkan istilah straftbaar feit itu kedalam bahasa Indonesia. Moel-
jatno dan Roeslan Saleh memakai istilah perbuatan pidana meskipun tidak untuk 
menerjemahkan straftbaar feit itu.
1
 
Meskipun dalam peristilahan para pakar saling bertolak belakang, namun 
kita dapat menarik kesimpulan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang 
dilakukan oleh seseorang dimana perbuatan tersebut melanggar ketentuan perun-
dang-undangan yang diancam dengan sanksi terhadap pelanggar tersebut, dimana 
perbuatan yang melanggar ketentuan perundangan tersebut melahirkan 
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Kesulitan dalam mengartikan straftbaar feit kedalam kosa-kata Indonesia 
bukan berarti pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang dibiarkan 
begitu saja. Karena peristilahan makna straftbaar feit ini hanya bersifat akademik 
dan menjadi tanggung jawab para ahli hukum untuk segera menyepakati padanan 
kata yang sesuai dengan bahasa Indonesia. Utrech, menyalin istilah straftbaar feit 
menjadi peristiwa pidana. Sebab Utrech menerjemahkan istilah feit secara harfiah 
menjadi peristiwa. Dan itu peristilahan yang sama dipakai oleh UUD Sementara 
1950 yan juga memakai istilah peristiwa pidana. 
 Namun Moelyatno menolak istilah peristiwa pidana yang dilakukan oleh 
Utrech, karena dianggap lebih merujuk pada suatu kejadian tertentu saja serta si-
fatnya yang konkret. Dalam menerangkan ketidak sepakatannya, Moelyatno, 
mencontohkan keterbatasan dan kekeliruan peristilahan yang dibangun oleh 
Utrech. Misalnya matinya seseorang. Hukum pidana tidak melarang orang mati, 
tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain.
3
 
Moelyatno sendiri tidak menyetujui istilah tindak pidana sebagaimana per-
istilahan yang mulai umum digunakan kedalam kosakata perundang-undangan 
kita. Alasan tidak begitu dikenalnya perkataan ”tindak” didalam perundang-
undangan yang memakai kata “tindak pidana” baik dalam pasal-pasalnya sendiri, 
maupun dalam penjelasannya hampir selalu memakai pula kata perbuatan. 
Peristilahan perilaku pidana yang disusun oleh Muoelyatno bukan berarti 
sepi dari kritikan. A.Z. Abidin mengusulkan pemakaian “perbuatan criminal” ka-
rena “perbuatan pidana” yang dipakai oleh Mouljatno itu juga kurang tepat, kare-
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na dua kata benda bersambungan yaitu “perbuatan” dan “pidana”, sedangkan tid-
ak ada hubungan logis antara keduanya. Jadi, meskipun ia tidak sama istilahnya 
dengan moeljatno, tetapi keduanya rupanya dipengaruhi istilah yang dipakai di 
Jerman, yaitu “Tat” (perbuatan) atau “handlung” dan tidak dengan maksud untuk 
menerjemahkan kata “feit” dalam bahasa Belanda itu.
4
 Lanjut A.Z. Abidin 
menambahkan, bahwa lebih baik dipakai istilah padanannya saja, yang umum 
dipakai oleh para sarjana, yaitu delik (dalam bahasa latin delictum).  
Di Negeri Belanda, istilah feit kerap dipakai dengan alasan bahwa istilah 
itu tidak hanya meliputi perbuatan (handelen), tetapi juga pengabaian (malaten). 
Pemakaian istilah feit pun di sana dikritik oleh Van der Hoeven, karena katanya 
yang dapat dipidana ialah pembuat, bukan feit itu. Senada dengan itu, Van Hamel 
mengusulkan istilah strafwaarding feit (strafwaarding artinya patut dipidana) oleh 
karena itu Hazewinkel-Suringa mengatakan istilah delict kurang diper-
sengketakan, hanya karena istilah “starfbaar feit” itu telah biasa dipakai.
5
 
Baik itu tindak pidana, peristiwa pidana, perilaku pidana, dan perilaku 
criminal tetap memuat unsur melawan hukum, dimana perbuatan tersebut akan 
tetap dikenakan sanksi dan berlaku pada siapa saja yang melanggar larangan ter-
sebut.  
 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Menurut Moeljatno, unsur atau elemen perbuatan pidana adalah sebagai 
berikut: 
a. Kelakuan dan akibat (perbuatan); 
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b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan; 
c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana; 
d. Unsur melawan hukum yang objektif; 
e. Unsur melawan hukum yang subjektif; 
Perlu ditekankan lagi bahwa sekalipun dalam rumusan delik tidak terdapat 
unsur melawan hukum, namun jangan dikira bahwa perbuatan tersebut lalu tidak 
bersifat melawan hukum. Perbuatan tadi sudah sedemikian wajar sifat melawan 
hukumnya, sehingga tidak perlu untuk dinyatakan sendiri. Bahwa meskipun per-
buatan pidana pada umumnya adalah keadaan lahir dan terdiri atas elemen-elemen 
lahir, namun ada kalanya dalam perumusan juga diperlukan elemen batin yaitu 
sifat melawan yang subjektif.
6
 
Sedangkan menurut Simons, yang merumuskan straftbaar feit ialah ke-
lakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhub-
ungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung ja-
wab.  
Adanya sifat “mampu bertanggung jawab” yang dimasukkan Simons 
kedalam rumusan strafbaar feit, maka mereka yang dapat dipidana tidak hanya 
karena perbuatan melawan hukun akan tetapi juga mampu bertanggung jawab. 
Di Indonesia, banyak sarjana hukum yang memisahkan actus reus (per-
buatan pidana/kriminal) dan mens rea (pertanggungjawaban pidana). Actus reus 
dinyatakan perbuatan kriminal sebagai syarat pemidanaan objektif, sedangkan 
Mens rea merupakan pertanggungjawaban kriminal sebagai syarat pemidanaan 
subjektif. Sehingga seseorang baru dapat dipidana setelah dipenuhinya syarat 
pemidanaan yang objektif dan subjektif itu.  
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Didalam ilmu hukum pidana unsur-unsur tindak pidana juga dibedakan da-
lam dua macam: 
a. Unsur objektif 
Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar si pelaku tindak 
pidana. menurut P. A. F. Lamintang, unsur objektif itu adalah “unsur 
yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-
keadaan mana tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan. 
b. Unsur subjektif 




“unsur-unsur yang melekat  pada diri si pelaku atau yang berhub-
ungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala 
sesuatu yang tergantung dalam hatinya.” 
 Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah: 
1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa) 
2) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging sep-
erti yang dimaksud di dalam pasal 53 ayat 1 KUHP 
3) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat 
misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, 
pemerasan, pemalsuan dan lain-lain 
4) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti 
misalnya yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut 
pasal 340 KUHP 
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5) Perasaan takut atau vress seperti antara lain terdapat didalam 
rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP   
         
Didalam hukum positif dikenal dengan Asas; tiada kesalahan tanpa suatu 
kelakuan yang melawan hukum (geen schuld zonder wederrechtelicjkheid). Se-
bagaimana kesalahan yang dimaksudkan ialah kesalahan yang diakibatkan baik 
itu kesengajaan ataupun kealpaan. 
Dalam unsur subjektif yang diatur sebagai tindak pidana memiliki dua 
faktor, yakni, kesengajaan dan kelalaian. Disetiap perbuatan melawan hukum 
yang dilakukan oleh seseorang akan selalu terselip faktor kesengajaan ataupun 
kelalaian. Pengertian kesengajaan ialah suatu tindakan yang dikehendaki adanya 
dan secara sadar mengetahui akibat perbuatannya itu. Hal yang perlu kita urai 
didalam pembahasan ini, ialah, faktor kesengajaan merupakan unsur yang melekat 
pada sipelaku yang terlebih dahulu melakukan perbuatan melawan hukum. Faktor 
kesengajaan ini merupakan hal penting dalam proses pemidanaan. Mengingat 
kesalahan dan perbuatan melawan hukum merupakan syarat inti  delik, maka, 
faktor kesengajaan itulah yang  menegaskan tindakan seseorang bersalah dan 
melawan hukum.  
Sedangkan faktor lainnya, yakni kelalaian (culpa), meskipun dianggap 
lebih ringan dibanding dengan sengaja, namun juga merupakan syarat inti delik 
pemidanaan hukum positiv kita. Didalam undang-undang defenisi kelalaian tidak 
diulas secara mendalam. Hanya Memori Penjelasan (memorie van toelichting) 
mengatakan, bahwa kelalaian terletak antara sengaja dan kebetulan. Hal demikian 





dan kebetulan yang dikenal pula di negara-negara Anglo-saxon yang disebut per 
infortuninum the killing occurred accidently.
8
 
Dalam Memori Jawaban Pemerintah (MvA) mengatakan bahwa siapa 
yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemam-
puannya sedangkan siapa karena salahnya (culpa) melakukan kejahatan berarti 
tidak mempergunakan kemampuannya yang ia harus pergunakan.  
Kesalahan yang didasari dengan kelalaian terkadang menjadi hal yang tak 
dapat dilepaskan dari kehidupan manusia. Meskipun diatas telah disebutkan bah-
wa delik kelalaian ini lebih ringan dibanding kesengajaan, akan tetapi tetap meru-
pakan unsur subjektif pemidanaan seseorang. 
 
3. Jenis Jenis Tindak Pidana 
Tindak pidana dan delik dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu; 
a. Kejahatan dan Pelanggaran (Menurut Sistem KUHP) 
 Dalam KUHP dikenal adanya kejahatan (buku kedua) dan pelang-
garan (buku ketiga). Kejahatan merupakan rechtsdelict atau delik hukum 
adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, 
misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri, dan 
sebagainya. Sedangkan pelanggaran merupakan wetsdelict atau delik un-
dang-undang adalah perbuatan melanggar apa yang ditentukan oleh un-
dang-undang, misalnya keharusan memiliki SIM bagi pengendara ken-
daran bermotor dijalan umum.
9
 Pada umumnya ancaman pidana pada ke-
jahatan lebih mewujud kedalam bentuk ancaman pidana penjara, se-
dangkan pelanggaran hanya berupa pidana kurungan dan denda. 
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b. Delik Formal dan Delik Materil 
 Delik formil yaitu delik yang perumusannya menitikberatkan pada 
perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang un-
dang.
10
 Perumusan delik formil tidak memperhatikan dan atau tidak me-
merlukan timbulnya suatu akibat  tertentu dari perbuatan sebagai syarat 
penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya
11
 
Misalnya pada pencurian (362 KUHP). 
 Delik materil yaitu delik yang perumusannya menitikberatkan pada 
akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang undang. 
Untuk selesainya tindak pidana Materil tidak bergantung pada sejauh ma-
na wujud perbuatan dilakukan, tetapi sepenuhnya digantungkan pada 
syarat timbulnya akibat terlarang tersebut.
12
 Misalnya pembunuhan (338 
KUHP). 
c. Delik Kesengajaan dan Delik Kealfaan 
 Seperti yang telah kita singgung diatas perihal sengaja dan keal-
faan/kelalaian sebagai syarat inti pemidanaan, kesengajaan dan kelalaian 
juga merupakan delik yang diatur oleh hukum nasional kita. Pemisahan 
antara delik kesengajaan dan delik kelalaian adalah bentuk kemajuan 
hukum dalam melihat perbuatan pidana yang terjadi dimasyarakat hukum. 
Secara yuridis, delik kesengajaan merupakan perbuatan melanggar hukum 
yang secara sadar dikehendaki adanya dan mengetahui akibat/dampak 
yang ditimbulkannya. Sedangkan delik kealfaan/kelalaian merupakan ben-
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tuk ketidakhati-hatian dalam melakukan sesuatu hal hingga menimbulkan 
akibat yang tergolong perbuatan melanggar hukum. 
 
d.  Delik Aktif (delicta commissonis) dan Delik Pasif (delicta omissionis) 
 Delik aktif adalah delik yang terjadi karena seseorang dengan ber-
buat aktif melakukan pelanggaran terhadap larangan yang telah diatur da-
lam undang-undang. Misalnya membunuh (338 KUHP), mencuri (362 
KUHP), menipu (378 KUHP), penggelapan (372 KUHP). 
 Delik pasif adalah perbuatan melawan hukum dan dianggap se-
bagai tindak pidana karena seseorang melalaikan atau tidak melakukan 
sesuatu yang diharuskan/diperintahkan. Misalnya delik yang dirumuskan 
dalam pasal 164 KUHP (tidak segera melaporkan adanya suatu pemufa-
katan jahat yang diketahuinya), pasal 531 KUHP (tentang tidak menolong 
orang yang memerlukan pertolongan). 
 Selain itu terdapat juga delik campuran atau dikenal commissionis 
per commissa dimana bentuk delik ini berupa pelanggaran larangan tetapi 
dapat dilakukan dengan tidak berbuat. Misalnya seorang sipir tahanan 
yang membunuh narapidana dengan cara tidak memberi makan narapidana 
itu. 
e. Delik Selesai dan Delik yang Diteruskan 
 Delik selesai adalah delik yang selesai seketika, terdiri atas per-
buatan positif ataupun aktif dan baik itu perbuatan pasif atau negative 
(pengabaian) yang selesai seketika itu juga, termasuk juga perbuatan yang 






 Delik yang diteruskan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan 
demi melangsungkan keadaan yang dilarang. Misalnya, perampasan ke-
merdekaa/hak seseorang. 
 
f. Delik Biasa dan Delik Aduan 
 Dalam delik biasa perkara dapat ditangani tanpa persetujuan dari 
yang dirugikan  (korban). Jadi, meskipun korban telah mencabut 
laporannya kepada pihak yang diundang, penyidik tetap berkewajiban un-
tuk memproses perkara tersebut. Berbeda dengan delik aduan, menurut 
Drs. E Utrecht dalam bukunya Hukum Pidana II, menyatakan bahwa delik 
aduan dimana penuntutan delik ini digantungkan pada persetujuan yang 
dirugikan (korban).  
g. Delik Umum dan Delik Khusus 
 Delik umum merupakan kategori pelanggaran hukum yang dimuat 
dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil yang terdapat di 
buku II dan III KUHP. 
 Sementara delik Khusus merupakan semua tindak pidana yang ter-
dapat diluar kodifikasi KUHP misalnya, UU No. 31 tahun 1999 tentang 
Pidana Korupsi. 
h. Delik Sederhana, Delik Pemberatan dan Delik Berprevilese. 
 Delik sederhana merupakan delikdasar atau delik pokok, misalnya 
pembunuhan. Delik pemberatan atau delik berkualifikasi merupakan delik 
yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar/pokok, tetapi 
ditambah unsur-unsur lian, sehingga ancaman pidananya lebih ringan dari 
pada delik poko, misalnya delik pembunuhan dengan berencana, pem-





B. Pidana dan Pemidanaan 
1. Pengertian Pidana 
 Secara garis besar, pidana atau sering disebut hukum pidana telah berkem-
bang kedalam sistem hukum positiv di Indonesia. Dimana setiap perbuatan yang 
dianggap mengancam ketertiban sosial serta mencederai nilai-nilai sosial 
masyarakat diatur kedalam Undang Undang beserta sanksi pidana yang dapat di-
jatuhkan kepada pelaku. Seorang ahli hukum memberikan pengertian luas ter-
hadap hukum pidana, misalnya Prof. Moeljatno, S.H dapat di kemukakan disini 
bahwa hukum pidana adalah sebagai berikut: 
a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, 
yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana 
tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. 
b. Menetukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah me-
langgar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana 
sebagaimana yang telah diancamkam. 
c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dil-




Secara umum, suatu rumusan tindak pidana, setidaknya memuat rumusan 
tentang: (1) subjek hukum yang menjadi sasaran norma tersebut (addressaar 
norm); (2) perbuatan yang dilarang (strafbaar), baik berupa dalam bentuk 
melakukan sesuatu (commission), tidak melakukan sesuatu (omission) dan men-
imbulkan akibat (kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan); dan (3) ancaman pi-
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dana sebagai sarana memaksakan keberlakuan atau dapat ditaatinya ketentuan ter-
sebut. 
Perumusan ancaman pidana dalam buku I KUHP mengacu kepada norma 
pemidanaan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 10 KUHP, yaitu: 
Pasal 10  
Pidana terdiri atas: 
a. Pidana pokok: 
- Pidana mati; 
- Pidana penjara; 
- Pidana kurungan 
- Pidana denda; 
- Pidana tutupan. 
b. Pidana Tambahan: 
- Pencabutan hak-hak tertentu; 
- Perampasan barang-barang tertentu; 
- Pengumuman putusan hakim. 
Ketentuan-ketentuan serta rumusan diatas mencoba untuk menjelaskan 
bagaimana tindak pidana seharusnya ditindak sesuai undang-undang yang berla-
ku. Perumusan politik pemidanaan dalam KUHP dilihat dari sudut kajian, yaitu 
ketentuan umum hukum pidana dalam Buku I KUHP dan perumusan ancaman 
sanksi pidana dalam Buku II dan Buku III KUHP. Hukum pidana tidak akan 
berguna bagi para pelaku yang telah melanggar ketentuan pidana bila tidak mem-
iliki sistem pemidanaan fungsional dinegara hukum. Maka dengan itu, penegakan 
hukum pidana di tunjang dengan hukum acara pidana atau Kitab Undang Undang 
Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai mekanisme penerapan hukum materil di 





merupakan ciri khas dari hukum pidana demi tegaknya keadilan dan ketertiban di 
masyarakat.   
Pidana adalah reaksi atas tindak pidana yang dipandang sebagai suatu 
nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan delik. Ini bukan 
merupakan tujuan akhir tetapi tujuan terdekat. Inilah perbedaan antara pidana dan 
tindakan karena tindakan dapat berupa nestapa juga, tetapi bukan tujuan. Tujuna 
akhir pidana dan tindakan dapat menjadi satu, yaitu memperbaiki pembuat.
14
 
Buku ke I KUHP yang berisi asas-asas umum dalam pengaturan hukum 
pidana nasional terrnyata tidak mampu menampung perkembangan hukum na-
sional di Indonesia. Maka dengan fakta objektif ini, menjadi alasan terbentuknya 
berbagai undang-undang khusus yang juga memuat aturan tindak pidana serta 
pelaksanaan pemidanaan. Misalnya, undang-undang nomor 7/Drt/1995, lembaran 
negara 1995 nomor 27 tentang pengusustan, penuntutan, dan peradilan tindak pi-
dana ekonomi, undang-undang nomor 11/PnPs/1963, lembaran negara 1963  
nomor 23,, tentang pemberantasan kegiatan subversi, undang-undang nomor 3 
tahun 1971,  tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
15
 
Perundang-udangan pidana khusus merupakan perundang-undangan yang 
diatur di luar KUHP. Selain karena untuk menjawan tuntutan masyarakat yang 
semakin maju, perundang-undangan khusus ini cenderung melepaskan ikatannya 
dari KUHP, terutama Buku I KUHP. Yang kemudian melahirkan sisten norma 
sendiri yang memiliki nilai dan asas-asas hukum pidana yang lepas dari ketentuan 
umum hukum pidana Buku I KUHP, bahkan dalam kaitannya dengan buku II dan 
Buku III KUHP yang kerap terjadi duplikasi atau pengulangan pengaturan. Misal-
nya triplikasi pengaturan, dimana pengaturan norma yang sama diatur dalam tiga 
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peraturan yang berbeda dengan disertai dengan ancaman sanksi pidana yang 
bebeda pula. 
Penting pula mengemukakan pendapat seorang pakar hukum yang mem-
perluas pengertian perundang-undangan pidana khusus yaitu: 
a. Perundang-undangan pidana khusus seperti ekonomi, subversi, korupsi, 
imigrasi, dan lain-lain. 
b. Perundang-undangan bukan pidana yang bersanksi pidana (seperti yang 
dimaksud scholten dengan pidana pemerintahan) misalnya undang-
undang tenaga kerja, atom, arsip, koperasi, agraria, narkotika, dan tera.
16
 
Dalam jagad norma kehidupan manusia, hukum merupakan salahsatu 
pengikat kehidupan manusia dalam menjalani berbagai aktifitasnya. Dengan otori-
tas yang sifatnya rasional dan hierarkis, hukum menjadi diterima oleh masyrakat. 
Hukum yang juga cerminan nilai atau norma yang hidup dimasyarakat, membuat 
hukum dapat berjalan efektif dalam penegakannya. Begitupun dengan kehadiran 
hukum pidana ditengah masyarakat. Hukum pidana menjadi tonggak keberlang-
sungan hidup yang memungkinkan lahirnya kedamaian serta ketertiban suatu 
masyarakat. Kedamaian yang dimaksud disini meliputi perasaan aman dan tenang 
dalam menjalankan berbagai aktifitasnya yang dianggap tidak bertentangan oleh 
undang-undang. Hukum pidana juga sebagai alat pengancam berupa sanksi kepa-
da pelaku pidana bila merugikan kepentingan seseorang dan kepentingan umum. 
Kerugian yang dimaksud tidak hanya terkait pada keperdataan, namun juga men-
cakup tubuh yang juga terkait dengan nyawa seseorang, jiwa dalam hal ini men-
cakup perasaan atau fisik. 
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Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda 
strafrecht straf  berarti pidana, dan recht berarti  hukum. Menurut Wirjono 
Prodjodikoro, istilah hukum pidana itu dipengaruhi sejak pendudukan Jepang si 
Indonesia untuk pengetian starfrecht dari bahasa Belanda, dan untuk mem-
bedakannya dari istilah hukum perdata untuk pengertian burgerlijkrecht atau 
privaatrecht dari bahasa belanda.
17
 
Hukum pidana juga dapat dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objek-
tif atau strafrecht in objektivezin  dan hukum pidana dalam arti subjektif atau 
strafrecht in subjective zin. Hukum pidana dalam arti objektif merupakan hukum 
pidana yang berlaku atau yang disebut sebagai hukum positif ( ius poenale). 
Hukum pidana objektif ini adalah seperangkat aturan yang berisi larangan dan ke-
harusan yang sifatnya memaksa. Dimana atas pelanggaran oleh negara atau 
masyarakat hukum umum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang 
juga bersifat khusus yakni berupa suatu hukuman. Keseluruhan dari peraturan-
peraturan di mana syarat-syarat mengenai akibat hukum itu telah diatur serta kese-
luruhan dari peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksaan dari 
hukumannya sendiri. 
Hukum pidana dalam arti subjetif penekannya lebih pada pelaksana proses 
pemidanaan yang sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan hukum pidana arti 
objektif. Pelaksana yang dimaksud ialah negara dan perangkat-perangkat 
kekuasaanya lainnya. Dan juga hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran 
terhadap peraturan-peraturan dengan hukum. hukum pidana dalam arti subjektif 
juga disebut sebagai ius puniendii. 
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2. Jenis-Jenis Pidana 
KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci 
jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 10 KUHP. Menurut 
KUHP, pidana dibedakan menjadi 2 kelompok antara pidana pokok dengan pi-
dana tambahan. Berdasarkan pasal 69 KUHP, untuk pidana pokok berat atau rin-
gannya bagi pidana yang tidak sejenis didasarkan pada urutannya dalam rumusan 
pasal 10 tersebut 
Jenis-jenis pidana menurut pasal 10 KUHP adalah sebagai berikut: 
a. Pidana Pokok meliputi: 
1) Pidana Mati 
Pidana mati juga merupakan bentuk pidana yang paling banyak ditentang. 
Selain banyak negara yang menghapuskannya, juga ada negara yang tetap 
mencantumkan pidana mati dalam hukum pidananya tetapi mengurangi jenis 
perbuatan yang diancam dengan pidana mati.
18
 
2)  Pidana Penjara 
Dalam pasal 10 KUHP, terdapat dua bentuk penghilangan kemerdekaan 
bergerak. Yakni, pidana penjara dan pidana kurungan. Dalam pelaksanaannya, 
terpidanaditempatkan dalam suatu tempat (lembaga pemasyarakatan) dan ter-
pidana tersebut tidak bebas untuk keluar masuk. Terpidana wajib untuk tunduk, 
menaati dan menjalankan semua peraturan dan tata tertib yang berlaku. 
Perbedaan antara pidana penjara dengan pidana kurungan adalah dalam 
segala hal pidana kurungan lebih ringan dari pidana penjara. Lebih ringan itu 
terbukti sebagai berikut: 
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a) Dari sudut/macam jenis tindak pidana yang diancam dengan pidana ku-
rungan, tampak bahwa pidana kurungan itu hanya diancamkan pada tin-
dak pidana yang lebih ringan dari pada tindak pidana yang diancam 
dengan penjara. Pidana kurungan banyak diancamkan pada  jenis ku-
rungan. Sementara itu, pidana penjara banyak diancamkan pada pidana 
kejahatan. Tindak pidana kejahatan lebih berat daripada tindak pidana 
pelanggaran. 
b)  Ancaman maksimum umum dari pidana penjara (yakni 15 tahun) lebih 
tinggi daripada ancaman pidana umum pidana kurungan (yakni 1 tahun). 
Bila dilakukan dalam keadaan yang memberatkan, pidana kurungan 
boleh diperberat tetapi tidak boleh lebih dari 1tahun 4 bulan pasal 18 
ayat (2) KUHP, sedangkan untuk pidana penjara bagi tindak pidana yang 
dilakukan dalam keadaan yang memberatkan, misalnya perbarengan 
pasal 65 KUHP dan pengulangannya dapat dijatuhi pidana penjara 
dengan ditambah sepertiganya, yang karena itu bagi tindak pidana yang 
diancam dengan pidana penjara maksimum 15 tahun dapat menjadi 
maksimum 20 tahun. 
c) Pidana penjara lebih berat daripada pidana kurungan (berdasarkan Pasal 
69 KUHP). 
d) Pelaksanaan pidana denda tidak dapat diganti dengan pelaksanaan pi-
dana penjara. Akan tetapi, pelaksanaan pidana denda dapat diganti 
dengan pelaksanaan kurungan disebut kurungan pengganti denda (pasal 
30 ayat 2 KUHP). 
e) Pelaksanaa pidana penjara dapat saja dilakukan di lembaga Pemasyara-
katan di seluruh Indonesia (dapat dipindah-pindahkan). Akan tetapi, pi-





dana berdiam ketika putusan hakim dijalankan (tidak dapat dipin-
dahkan). Apabila terpidana tidak mempunyai tempat kediaman didaerah 
ia berada (pasal 21 KUHP). 
f) Pekerjaan-pekerjaan yang diwajibkan pada narapidana penjara lebih be-
rat dari pada pekerjaan-pekerjaan yang diwajibkan pada narapidana ku-
rungan (pasal 19 KUHP). 
g) Narapidana kurungan dengan biaya sendiri dapat sekadar menerima na-




3) Pidana Kurungan 
Dalam beberapa hal pidana kurungan adalah sama dengan pidana penjara, 
yaitu sebagai berikut: 
a) Sama, berupa pidana hilang kemerdekaan bergerak. 
b) Mengenai maksimum umum, maksimum khusus dan minimum umum 
dan tidak mengenal minimum khusus. Maksimum umum pidana penja-
ra 15 tahun yang karena alasan-alasan tertentu dapat di perpanjang 
menjadi maksimum 20 tahun dan pidana kurungan 1 tahun yang dapat 
diperpanjang maksimum 1 tahun 4 bulan. Minimum umur pidana penja-
ra maupun pidana kurungan sama 1 hari. Sementra itu, maksimum khu-
sus disebutkan pada setiap rumusan tindak pidana tertentu sendiri-
sendiri, yang tidak sama bagi setiap tindak pidana, bergantung dari per-
timbangan berat ringannya tindak pidana yang bersangkutan. 
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c) Orang yang dipidana kurungan dan pidana penjara diwajibkan untuk 
menjalankan pekerjaan (bekerja) tertentu walaupun narapidana ku-
rungan lebih ringan daripada narapidana penjara. 
d) Tempat menjalani pidana penjara sama dengan tempat menjalani pidana 
kurungan walaupun ada sedikit perbedaan, yaitu harus dipisah (pasal 28 
KUHP). 
e) Pidana kurungan dan pidana penjara mulai berlaku apabila terpidana 
tidak ditahan, yaitu pada hari putusan hakim (setelah mempunyai 
kekuatan hukum tetap) dijalankan/dieksekusi, yaitu pada saat pejabat 
kejaksaan mengeksekusi dengan cara melakukan tindakan paksa me-
masukkan terpidana ke dalam lembaga pemasyarakatan. 
Akan tetapi, apabila pada saat putusan hakim dibacakan, terpidana ku-
rungan maupun penjara sudah berada dalam tahanan sementara putusan itu mu-
lai berlaku (berjalan) pada hari ketika putusan itu mempunyai kekuatan hukum 
tetap (inkracht van gewijsde zaak).
20
 
4) Pidana Denda 
Pidana denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran (buku III KUHP) 
baik sebagai alternatif dari pada kurungan maupun berdiri sendiri. Begitu juga 
terhadap jenis kejahatan-kejahatan ringan maupun kejahatan culpa. Pidana 
denda sering diancam sebagai alternatif dari kurungan. Sementara itu, bagi ke-
jahatan-kejahatan selebihnya jarang sekali diancam dengan pidana denda baik 
sebagai alternatif dan pidana penjara maupun berdiri sendiri. 
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Ada beberapa keistimewaan tertentu dari pidana denda jika dibandingkan 
dengan jenis-jenis lain dalam kelompok pidana pokok. Keistimewaan itu ada-
lah sebagai berikut: 
a) Dalam hal pelaksaan pidana, denda tidak menutup kemungkinan dil-
akukan atau dibayar oleh orang lain, yang dalam hal pelaksanaan pidana 
lainnya kemungkinan seperti ini tidak bisa terjadi. Jadi dalam hal ini 
pelaksanaan pidana denda dapat melanggar prinsip dasar dari pemida-
naan sebagai akibat yang harus dipikul/diderita oleh pelaku sebagai 
orang yang harus bertanggung jawab atas perbutaan (tindak pidana) yang 
dilakukannya. 
b) Pelaksanaan pidana denda boleh diganti dengan menjalani pidana ku-
rungan (kurungan pengganti denda, pasal 30 ayat 2). Dalam putusan ha-
kim yang menjatuhkan pidana denda, dijatuhkan juga pidana kurungan 
pengganti denda sebagai alternatif pelaksanaannya, dalam arti jika denda 
tidak dibayar terpidana wajib menjalani pidana kurungan pengganti den-
da itu. Dalam hal ini terpidana bebas memilihnya. Lama pidana ku-
rungan pengganti denda ini minimal satu hari dan maksimal umum enam 
bulan. 
c) Dalam hal pidana denda tidak terdapat maksimum umumnya, yang ada 
hanyalah minimum umum yang menurut pasal 30 ayat (1) KUHP adalah 
tiga rupiah tujuh puluh lima sen. Sementara itu, maksimum khususnya 
ditentukan pada masing-masing rumusan tindak pidana yang bersangku-
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b. Pidana Tambahan meliputi: 
1) Pidana pencabutan hak-hak tertentu 
Menurut hukum, pencabutan seluruh hak yang dimiliki seseorang yang 
dapat mengakibatkan kematian perdata (burgerlijk daad) tidak diperkenankan 
pasal 3 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Undang-undang hanya mem-
berikan kepada negara wewenang (melalui alat/lembaganya) melakukan pen-
cabutan hak tertentu saja, yang menurut pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang 
dapat dicabut tersebut adalah: 
a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu; 
b) Hak menjalankan jabatan dalam angkatan bersenjata/TNI; 
c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan 
aturan umum; 
d) Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, 
hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas 
atas anak yang bukan anak sendiri; 
e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau 
pengampuan atas anak sendiri; 
f) Hak menjalankan mata pencaharian; 
Sifat hak tertentu yang dapat dicabut oleh hakim, tidak untuk selama-
lamanya melainkan dalam waktu tertentu saja, kecuali bila yang bersangkutan 
dijatuhi pidana penjara seumur hidup atau pidana mati.
22
 
2) Pidana Perampasan Barang-Barang Tertentu 
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Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas barang-
barang tertentu saja, tidak diperkenankan untuk semua barang. Undang-undang 
tidak mengenal perampasan untuk semua kekayaan. 
Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana, 
(pasal 39 KUHP), yaitu: 
a) barang-barang yang berasal/diperoleh dari suatu kejahatan (bukan dari 
pelanggaran) atau yang disebut dengan corporadelictie, misalnya uang 
palsu dari kejahatan pemalsuan uang, surat cek palsu dari kejahatan 
pemalsuan surat; 
b) Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan yang disebut 
instrumentalia delectie, misalnya pisau yang digunakan dalam kejahatan 
pembunuhan atau penganiayaan, anak kunci palsu yang digunakan da-
lam pencurian, dan lian sebagainya.
23
 
3) Pidana Pengumuman Putusan Hakim 
Pidana pengumuman putusan hakim ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal-
hal yang telah ditentukan oleh undang-undang, misalnya terdapat dalam pasal : 
128, 206, 361, 377, 395, dan 405. 
Setiap putusan hakim memang harus diucapkan dalam persidangan yang 
terbukan untuk umum (pasal 195 KUHAP, dulu pasal 371 HIR). Bila tidak, pu-
tusan itu batal demi hukum. Tetapi pengumuman putusan hakim sebagai suatu 
pidana bukanlah seperti yang disebutkan diatas. Pidana pengumuman putusan 
hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan 
seseorang dan pengadilan pidana. 
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Dalam pidana pengumuman putusan hakim ini, hakim bebas menentukan 
perihal cara melaksanakan pengumuman itu. Hal tersebut dapat dilakukan me-
lalui surat kabar, plakat yang ditempelkan pada papan pengumuman, melalui 
media radio maupun televisi, yang pembiayaannya dibebankan pada terpidana. 
Maksud dari pengumuman putusan hakim yang demikina ini adalah sebagai 
preventif, mencegah bagi orang-orang tertentu agar tidak melakukan tindak pi-
dana yang sering dilakukan orang. Maksud yang lain adalah memberitahukan 
kepada masyarakat umum agar berhati-hati dalam bergaul dan berhubungan 
dengan orang-orang yang dapat disangka tidak jujur sehingga tidak menjadi 
korban dari kejahatan (tindak pidana).
24
 
Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana formil dan per-
buatan pidana materiil. Yang pertama adalah perbutan pidana yang perumu-
sannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Perbuatan pidana formil 
adalah perbuatan yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya per-
buatan yang dilarang dalam undang-undang, tanpa mempersoalkan akibatnya 
seperti tercantum dalam pasal 362 KUHP tentang pencurian. Sedangkan per-
buatan pidana materil adalah perbuatan pidana yang perumusannya diti-
tikberatkan pada akibat yang dilarang. Perbuatan pidana ini baru dianggap telah 
terjadi. Jadi, jenis perbuatan seperti dalam pasal 338 KUHP tentang pembunu-
han dan pasal 378 KUHP tentang penipuan.
25
 
3. Teori-Teori Pemidanaan 
Sebagaimana kita ketahui, bahwa hukum pidana dalam segi penerapannya 
masih menyisakan bentuk-bentuk pemaksaan dalam upaya penyelesaian sengketa 
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pidana. Meskipun pemaksaan yang ada pada hukum pidana tidak ditujukan untuk 
merendahkan hakikat kemanusiaan, namun pemaksaan itu kadang di inter-
pretasikan sebagai kesewenang-wenangan. Hingga pemaksaan mewujud kedalam 
bentuk kekerasan yang tidak lain dilakukan oleh aparat penegak hukum ke 
masyarakatnya sendiri. Sehubungan dengan hal diatas, pada dasarnya masalah 
pemidanaan berhubungan erat dengan kehidupan seseorang dimasyarakat, teruta-
ma bila menyangkut kepentingan benda hukum yang paling berharga bagi ke-
hidupan bermaysarakat yaitu nyawa dan kemerdekaan atau kebebasan.  
Adapun tujuan pemidanaan menurut Konsep KUHP Tahun 2008 dijelas-
kan dalam Pasal 54, adalah sebagai berikut: 
a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma 
hukum demi pengayoman masyarakat. 
b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga 
menjadikannya orang yang baik dan berguna. 
c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, 
memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam 
masyarakat. 
d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Keseluruhan teori pemida-
naan baik yang bersifat prevensi umum dan prevensi khusus, pan-
dangan perlindungan masyarakat, teori kemanfaatan, teori keseim-
bangan yang bersumber pada pandangan adat bangsa Indonesia maupun 
teori resosialisasi sudah tercukup didalamnya. 
Menurut Moeljatno, dalam perangkat tujuan pemidanaan tersebut harus 
tercakup dua hal, yaitu pertama harus sedikit banyak menampung aspirasi 
masyarakat yang menuntut pembalasan sebagai pengimbangan atas dasar tingkat 





memelihara solidaritas masyarakat, pemidanaan harus diarahkan untuk memeliha-
ra dan mempertahankan kesatuan masyarakat.  
Maka dengan itu penting kiranya kita mengulas teori-teori pemidanaan 
yang telah bersumbangsih dalam kemajuan sistem hukum kita.  
a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan 
 Dalam teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena 
orang melakukan kejahatan atau tindak pidana. Pidana yang seyogianya 
memberikan efek jera bagi para pelaku yang karena tindakannya diang-
gap melawan hukum oleh undang-undang. Pidana kerap diartikan se-
bagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan atau tin-
dak pidana yang dilakukan seseorang.  
 Menurut Immanuel Kant memandang pidana sebagai “Kat-
egorishe Imperatif” yakni seseorang harus dipidana oleh hakim karena 
telah melakukan kejahatan, sehingga pidana menunjukkan suatu tuntu-
tan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat pada pendapat 
Immanueil Kant dalam bukunya “Philosophy of Law” sebagai berikut: 
“…pidana tidak pernah dilakukan semata-mata sebagai sarana untuk 
mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri 
maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan han-
ya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan”
26
 
 Oleh karena itu, teori absolut merupakan tuntutan mutlak, 
yang tidak hanya  perlu diajtuhkan akan tetapi menjadi sebauh keha-
rusan. Andi hamsah pun memberikan pendapat tentang hal demikian, 
“teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk 
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yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah 
yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana. Pidana secara 
mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk 
memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus 
berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar.
27
 
b. Teori Relatif atau Tujuan (doeltheorien) 
 Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyeleng-
garakan tertib masyarakat dan  akibatnya yaitu tujuan untuk prevensi 
terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakutkan, 
memperbaiki, atau membinasakan. Lalu dibedakan prevensi umum dan 




 Teori menghendaki 2 prevensi demi tercapainya tujuan 
hukum. Seperti yang telah disebutkan diatas, prevensi umum bertujuan 
untuk mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat untuk tidak 
melakukan tindak pidana. Dengan diketahuinya akibat pidana bagi 
orang yang melakukan pelanggaran hukum ke masyarakat, dimung-
kinkan pencegahan perbuatan pidana dilakukan oleh masyarakat. 
 Prevensi kedua ialah prevensi khusus. Prevensi ini menuurt 
Van Hamel dan Von Liszt bahwa tujuan prevensi khusus ialah 
mencegah niat buruk pelaku bertujuan mencegah pelanggar mengulangi 
perbuatannya atau mencegah bakal pelanggaran melaksanakan per-
buatan jahat yang direncanakan.  
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 Van Hamel menunjukkan bahwa prevensi khusus suatu pi-
dana ialah: 
1) Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah 
penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan 
niat buruknya. 
2) Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana. 
3) Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak 
mungkin diperbaiki. 




c. Teori Gabungan 
 Kemudian teori gabungan antara pembalasan dan prevensi 
bervariasi pula. Ada yang menitik beratkan pembalasan, ada pula yang 
ingin agar unsur pembalasan dan prevensi seimbang. Teori ini memang 
meurpakan kombinasi dari teori absolut dan relatif. Menurut teori 
gabungan, tujuan pemidanaan selain membahas kesalahan penjahat juga 
dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ket-
ertiban, dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas 
pembalasan yang adil (Djasmin Samosir, 1998).  
 Andi Hamsah dalam bukunya membagi 3 teori penggabun-
gan ini.Yang pertama, yaitu menitikberatkan unsur pembalasan dianut 
antara lain Pompe. Pompe mengatakan: 
 “orang tidak boleh menutup mata pada pembalasan. Memang 
pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap 
ada ciri-cirinya. Tetap tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pi-
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dana adalah suatu sanksi, dan dengan demikian terikat dengan 
tujuan sanksi-sanksi itu. Dan, karena itu hanya di terapkan jika 




 Teori gabungan kedua yaitu yang menitikberatkan per-
tahanan tata tertib masyarakat. Teori ini tidak boleh lebih berat dari pa-
da yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar dari 
pada yang seharusnya. Teori gabungan kedua meletakkan kesejahteraan 
umum menjadi dasar hukum undang-undang pidana khususnya. 
 `Teori gabungan ketiga yaitu yang memandang sama pem-
balasan dan pertahanan tata tertib masyarakat. Namun sayang teori 
penggabungan ketiga kurang dibahas oleh para sarjana hukum.  
 
C. Hutan  
1. Pengertian Hutan 
  Kata hutan mungkin tak asing lagi bagi kita. Kata hutan merupakan ter-
jemahan kata belanda (BOS) dan Inggris (Forrest). Forrest merupakan dataran 
tanah yang bergelombang, dan dapat dikembangkan untuk kepentingan diluar ke-
hutanan, seperti pariwisata. Sebagaimana penjelasannya didalam Undang-Undang 
Nomor 41 Tahun 1991 “hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan 
lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam perseku-
tuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan”
31
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  Hutan juga memiliki fungsi sosial, ekonomi, budaya bagi masyarakat 
terkususnya mereka yang hidup di sekitaran hutan. Menjadikan hutan sebagai 
punggung kehidupan, menajdi keharusan negara untuk mengakomodasi kepent-
ingan masyarakat terhadap hutan kedalam undang-undang.  
  Hutan dengan bentang alamnya menjadi sumber ekonomi langsung bagi 
sektor lain, seperti pangan dan energi. Hutan produksi dan hutan lindung juga 
dapat menjadi sumber bahan tambang. Secara tidak langsung, melalui jasa ling-
kungan, hutan memberi kepastian akan keberlangsungan penyedian air bagi per-
tanian dan industri serta menjaga keseimbangan lingkungan bagi penyediaan 




  Pengertian hutan didalam pasal 1 Ayat (2) UU Nomor 41 Tahun 1991 sep-
erti yang telah disebut diatas, ternyata mengandung 4 unsur devenisi hutan yaitu. 
a. unsur lapangan yang cukup luas yang disebut tanah hutan 
b. unsur pohon (kayu, bambu, palem), flora dan fauna 
c. unsur lingkungan 
d. unsur penetapan pemerintah. 
  Unsur pertama, kedua dan ketiga membentuk persekutuan hidup yang tid-
ak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pengertian hutan disini, menganut 
konsep hukum secara vertikal, karena antara lapangan (tanah), pohon, flora dan 
fauna, beserta lingkungannya merupakan satu kesatuan yang utuh. 
33
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  Adanya penetapan Pemerintah mengenai hutan mempunyai arti yang san-
gat penting, karena dengan adanya penetapan pemerintah tersebut, kedudukan hu-
tan menjadi sangat kuat. Ada dua arti penting Penetapan Pemerintah tersebut yai-
tu: 
a. Agar setiap orang tidak sewenang-wenang untuk membabat, menduduki 
dan atau mengerjakan kawasan hutan. 
b. Mewajibkan kepada pemerintah melalui Menteri kehutanan untuk menga-
tur perencanaan, peruntukan, penyediaan, dan penggunaan hutan sesuai 
dengan fungsinya, serta menjaga dan melindungi hutan. Tujuan perlin-
dungan hutan adalah untuk menjaga kelestarian dan fungsi hutan, serta 
menjaga mutu, nilai, dan kegunaan hasil.
34
 
2. Jenis-Jenis Hutan 
  Menurut  Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pasal 5-
9, ditentukan empat jenis hutan: 
a. Hutan berdasarkan statusnya (pasal 5 UU. 41 Tahun 1999), yaitu 
suatu pembagian hutan yang didasarkan pada status (kedudukan) 
antara orang, badan hukum, atau institusi yang melakukan pengel-
olaan, pemanfaatan, dan perlindungan terhadap hutan tersebut. Hu-
tan berdasarkan statusnya dibagi dua macam yaitu: 
1) Hutan negara yaitu hutan yang berada pada tanah yang tid-
ak dibebani hak atas tanah yang termaksud dalam kualifi-
kasi hutan negara adalah: hutan adat yaitu hutan negara 
yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat 
hukum adat, hutan desa adalah hutan negara yang dikelola 
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oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa, hu-
tan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaa-
tannya untuk memberdayakan masyarakat. 
2) Hutan hak yaitu hutan yang berada pada tanah yang 
dibebani hak atas tanah. 
b. Hutan berdasarkan fungsinya (pasal 6 sampai dengan 7 UU No. 41 
Tahun 1999), yaitu hutan yang didasarkan pada kegunaannya. Hu-
tan ini digolongkan menjadi tiga macam yakni: 
1) Hutan Lindung merupakan kawasan hutan yang mempu-
nyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga 
kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, men-
gendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memeliha-
ra kesuburan tanah. 
2) Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas 
tertentu, yaitu mempunyai fungsi pokok pengawetan 
keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekositemnya. 
Hutan konservasi terdiri dari bentuk sebagaimana tertera 
pada pasal 7, seperti kawasan hutan suaka alam, kawasan 
hutan pelestarian alam, dan taman buru. 
3) Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai 
fungsi pokok memproduksi hasil hutan. 
c. Hutan berdasarkan tujuan khusus (pasal 8 UU no. 41 Tahun 1999), 
yaitu penggunaan hutan untuk keperluan penelitian dan pengem-
bangan, pendidikan dan latihan, serta untuk kepentingan religi dan 






d. Hutan dengan kepentingan iklim mikro, estetika dan resapan air di 
setap kota sebagaimana diatur kedalam pasal 9 UU No. 41 Tahun 
1999, menyatakan  bahwa setiap kota menetapkan kawasan terten-
tu sebagai kawasan hutan kota untuk kepentingan pengaturan iklim 
mikro, estetika, dan resapan air. 
3. Status dan Fungsi Hutan  
  Secara umum, negara memandang hutan dari dua segi yakni status dan 
fungsinya. Dari segi status, negara merujuk pada status kepemilikan. Dengan 
adanya status kepemilikan ini, subjek dan objek kepemilikan dapat diketahui di 
suatu kawasan hutan. Untuk segi fungsinya, hutan dipandang  mampu memberi 
manfaat dan perannya bagi kehidupan. Fungsi hutan juga terkait dengan bagaima-
na hutan tersebut dikelola.  
  Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan pada 
pasal 5 yaitu hutan berdasarkan statusnya terdiri dari hutan negara dan hutan hak. 
Hutan negara dapat berupa hutan adat. Akan tetapi setelah dikeluarkannya pu-
tusan MK No. 35/PUU-X/2012 yang mengubah pasal 1 angka 6 UU Kehutanan 
mengenai definisi hutan adat. Perubahan tersebut menghapus kata Negara yang 
yang menyatakan hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah 
masyarakat hukum adat.  
  Untuk segi fungsinya, hutan memiliki fungsi konservasi, lindung, dan 
produksi. Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999  tentang Kehutanan 
pada pasal 6 dijelaskan tiga fungsi hutan. Pemerintah juga menetapkan hutan ber-
dasarkan fungsi pokoknya. Pada pasal 7, hutan konservasi terdiri dari kawasan 
hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam, dan taman buru. Dilanjutkan 
ke pasal 8, pemerintah dapat menetapkan kawasan hutan tertentu untuk tujuan 





prioritaskan untuk kepentingan umum seperti, penelitian dan pengembangan, pen-
didikan dan latihan, dan religi dan budaya. Dengan tidak mengubah fungsi pokok 
kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pasal 8 kembali menegas-
kannya kedalam ayat (3).  
4. Pengelolaan Hutan 
  Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan pasal 21 men-
erangkan, pengelolaan hutan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 10 Ayat (2) 
huruf b, meliputi kegiatan: a) tata hutan dan penyusunan rencana rencana pengel-
olaan hutan, b) pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, c) rehabilitasi 
dan reklamasi hutan, dan d) perlindungan hutan dan konservasi alam.
35
 
5. Pemanfaatan Hutan 
   Pemanfaatan hutan dalam pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Pencegahan 
dan Pemberantasan Perusakan Hutan menegaskan bahwa pemanfaatan hutan 
merupakan “kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, jasa lingkungan hasil 
hutan kayu dan bukan kayu, serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu 
secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan menjaga keles-
tariannya” 
  Narasi undang-undang diatas yang kemudian membahas point pemanfaa-
tan hutan menjadi gerbang legal bagi masyarakat dalam mengakses hutan. Pen-
dekatan yang mengakomodir fungsi-fungsi sosial, ekonomi dan budaya terhadap 
hutan adalah sebuah terobosan baru yang memandang masyarakat sebagai subjek 
yang bertanggung jawab atas kelestarian hutan. Hutan yang sebagai suatu 
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ekosistem alami bagi kehidupan membuat keberadaannya harus dijaga dan di-
manfaatkan secara berkelanjutan.  
  Didalam pasal 23 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kahutanan 
berbunyi bahwa pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud Pasal 21 Hurup b, 
bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh 
masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya. Pasal 24, 
pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan kecuali pada 
hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional.
36
 
  Pasal 25, Pemanfaatan kawasan hutan pelestarian alam dan kawasan hutan 
suaka alam serta taman buru diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. Pasal 26, (1) Pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan 
kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. 
(2) Pemanfaatn hutan lindung dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pem-
anfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, dan izin pemungutan 
hasil hutan bukan kayu.
37
 
  Usaha pemanfaatan dan pemungutan di hutan lindung dimaksudkan untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menumbuhkan kesadaran 
masyarakat untuk menjaga dan meningkatkan fungsi lindung, sebagai amanah un-
tuk mewujudkan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan bagi generasi 
sekarang dan generasi yang akan datang.
38
 
  Sebagai negara hukum, regulasi terkait kehutanan dimana pemanfaatan 
hutan adalah bentuk pengakuan negara terhadap kepentingan masyarakat terhadap 
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hutan. Namun pengakuan negara atas kepentingan masyarakat terhadap hutan ser-
ta dituangkan kedalam bentuk undang-undang melahirkan hubungan hukum anta-
ra masyarakat dan pemerintah (baca: Negara). Demi kelestarian hutan dan daya 
dukung hutan tetap bertahan, maka kemungkinan-kemungkinan perbuatan manu-
sia untuk meniadakan kedua hal pokok tersebut harus diantisipasi. Meskipun ke-
tentuan pidana dalam UU P3H dan UU Kehutanan merupakan upaya preventif 
sekaligus represif, penegakan hukum dibidang kehutanan harus dipandang sebagai 
upaya terakhir dalam menyelesaikan persoalan dilingkup kehutanan.  
D. Tindak Pidana Bidang Kehutanan 
  Manusia dan lingkungan masing-masing merupakan sistem dalam kese-
luruhan ekosistem, manusia (dapat) mempengaruhi lingkungan, demikian pula 
lingkungan dapat memberikan pengaruhnya pada kehidupan manusia.
39
 Hubungan 
yang saling mempengaruhi itulah yang mesti diatur kedalam bentuk regulasi, 
sebegaimana semangat Negara Modern yang menginginkan segala hal tertuang 
dalam kesepakatan politik demi terselengarakannya tatanan yang tidak saling 
menegasikan. 
  Tindak pidana bidang kehutanan adalah “perbuatan melanggar ketentuan 
Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan atau Undang Un-
dang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan 
Hutan (P3H) dengan ancaman sanksi pidana bagi barangsiapa yang secara mela-
wan hukum melanggarnya”.  
  Kejahatan dalam bidang kehutanan kerap dilakukan dengan bentuk pem-
balakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin. Bahkan perusa-
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kan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan 
lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih. Dengan an-
caman begitu besar bagi kelangsungan hidup masyarakat, maka kejahatan diling-
kup kehutanan perlu ditindak tegas sebagaimana UU P3H tegaskan demi 
pencegahan yang efektif serta pemberantasan pelaku pelanggar hukum dengan 
efek jera (baca: sanksi pidana).  
  Pencegahan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk 
menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan, sedangkan pemberanta-
san perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menindak secara 




 Perbuatan yang dilarang dan dikategorikan sebagai perbuatan perusakan Hu-
tan terdapat didalam pasal 12, 14, 15, 17, 19-28 UU No. 18 Tahun 2013, tindakan 
pengrusakan kawasan hutan dapat dikategorikan sebagai tindakan pembalakan liar 
atau penebangan pohon di kawasan hutan oleh setiap orang dan dengan sengaja 
melakukannya tanpa izin yang dilkeluarkan oleh pejabat yang berwenang. 
E. Ketentuan Pidana Kehutanan 
  Sanksi pidana kehutanan atau lebih dikenal sebagai upaya represif dalam 
penegakan hukum dibidang kehutanan harus di pandang sebagai upaya terakhir 
(ultimatum remedium). Pemberian sanksi pidana bagi pelaku pelanggar hukum 
dianggap efektif terhadap upaya terakhir penegakan hukum. Implementasi sanksi 
pidana dapat berupa pemenjaraan dan administratif.  
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  Ketentuan-ketentuan pidana dilingkup kehutanan telah dituangkan di da-
lam UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan 
hutan (P3H). Hal demikian dimuat pada pasal 82,pasal 83, pasal pasal 84, pasal 
85, pasal 86, pasal 87, pasal 88, pasal 89, pasal 90, pasal 91, pasal 92, pasal 93, 
pasal 94, pasal 95, pasal 96, pasal 97, pasal 98, pasal 99, pasal 100pasal 101, pasal 
102, pasal 103, pasal 104, pasal 105, pasal 106, pasal 107, pasal 108, dan pasal 
109 tentang penjatuhan pidana. 
  Ketentuan-ketentuan pidana yang tertuang didalam UU P3H ini mengkat-
egorikan 3 subjek hukum yang dapat bertanggung jawab. Yakni, orang 
perseorangan, korporasi dan Pejabat negara. Sanksi pidana yang dilakukan oleh 
orang perseorangan terbilang ringan ketimbang pelanggaran/ kejahatan yang dil-
akukan oleh korporasi dan pejabat negara. 
  Pengkategorian subjek hukum dalam UUP3H merupakan bentuk keadilan 
terhadap pemberian sanksi. Dasar penjatuhan sanksinya pun dilihat dari efek ke-
rusakan yang ditimbulkan serta penyelewengan jabatan bagi pejabat negara yang 
tersistematis.  
F. Agraria Kehutanan 
  Istilah “agraria kehutanan” memandang bahwa hutan merupakan bagian 
dari sumber-sumber agraria yang memiliki fungsi sosial, ekonomi, dan ling-
kungan hidup. Agraria kehutanan mencakup seluruh bentuk hutan. Tidak hanya 
hutan negara, namun juga hutan dengan alas hak pribadi serta hutan 
adat/komunitas.  
  Hutan yang sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan beri-
si sumber daya alam hayati jelas diperlukan keberlangsungannya. Melihat an-





Dampak kerusakan hutan juga bisa kita lihat dari fungsinya yang bgitu besar, baik 
untuk negara pada umumnya dan masyarakat yang hidup didalam dan disekitaran 
hutan pada khususnya.  
  Seperti yang telah dijelaskan diatas, fungsi hutan tidak hanya sebatas 
keindahan serta kelestariannya semata. Hutan mampu menopang fungsi-fungsi 
lainnya dengan beranjak dari kelestarian serta penggunaannya yang berkeadilan. 
Fungsi-fungsi lainnya seperti sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup.  
  Guru besar kebijakan kehutanan Universitas Pertanian bogor (IPB), Hari-
adi Kartodihardjo, yang juga  menggunakan istilah “agraria kehutanan” dalam 
bukunya menjelaskan pentinganya keeksistensian kelestarian hutan demi keber-
langsungan fungsi-fungsi hutan dilingkup sosial. “Hutan dengan bentang alam 
menjadi sumber ekonomi langsung bagi sektor lain, seperti pangan dan energi. 
Hutan produksi dan hutan lindung juga dapat menjadi sumber bahan tambang. 
Secara tidak langsung, melalui jasa lingkungan, hutan memberi kepastian akan 
keberlangsungan penyediaan air bagi pertanian dan industri serta menjaga kese-
imbangan lingkungan bagi penyediaan udara bersih, selain menjadi tempat bagi 
jasad renik, sumber obat-obatan, dan sebagainya.”
41
 
  Namun masalah yang melingkupi sektor kehutanan dan agrarianya tidak 
lain dari kenyataan di lapangan dimana alih fungsi dan kerusakan hutan begitu 
massif terjadi. Hariadi Kartodihardjo melihat ada 4 sebab masalah dan akar masa-
lah kerusakan hutan dan praktik alih fungsinya. Pertama, status hutan negara yang 
tidak legitimate. Kedua, penguasaan SDA oleh pihak swasta/pemegang izin. Keti-
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ga, terdapat mekanisme formal untuk melakukan konversi hutan. Keempat, ke-
bijakan perizinan yang dijalankan bukan sebagai alat pengendali.
42
 
 Konflik agraria tak terelakkan bila corak pemilikan lahan masih terkonsentra-
si pada segelintir orang. Problem yang tak kunjunag selesai ini malahan berada 
diantara kebijakan/aturan pemerintah mengenai penyelesaian konflik agraria yang 
mandek bila tak ingin dikatakan tak berhasil. Kita bisa melihat karya ilmiah yang 
membahas akar masalah serta penyelesaian konflik agraria dengan pendekatan 
sosiolegal. Jurnal yang diluncurkan Universitas Brawijaya yang ditulis Ria Casmi 
Arrsa mengenai sengketa agraria sedikit memberi gambaran soal itu. Dalam 
konteks keadilan agraria, isu pembangunan berkelanjutan kelak terwujud dengan 
berbagai kendala yang mulai terkikis oleh reforma agraria. Longgena Ginting 
menyarankan agar pemerintah menggunakan pendekatan right-base approch da-
lam melaksanakan pembangunan berkelanjutan di mana hak-hak asasi warga 
menjadi pertimbangan utama yang harus dikedepankan. Tidak boleh hanya karena 
alam (tanah) dikuasai oleh negara maka masyarakat disingkirkan, dimarjinalkan, 
bahkan dimiskinkan karena aksesnya diputus terhadap sumber daya alam.
43
 
G. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan 
  Peranan hakim begitu penting dalam mewujudkan keadilan bagi masyara-
kat. Sebagai tahapan akhir hukum dalam proses penyelesaian sengketa yang ter-
jadi, putusan hakim tak serta merta keluar begitu saja. Putusan hakim berangkat 
dari pertimbangan terhadap fakta-fakta materiel yang muncul dalam persidangan. 
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Hal demikian lazim dikenal sebagai alasan-alasan hukum yang dimiliki oleh ha-
kim dengan  maksud menggali kenyataan demi terciptanya keadilan. 
  Menurut Goodheart, ratio decidendi dapat diketemukan dengan memer-
hatikan fakta materiel. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan 
segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Perlunya fakta mate-
riel tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari 
aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut.
44
 
  Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam pasal 197 ayat (1) 
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menentukan: “pertimbangan 
disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang 
diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan 
kesalahan terdakwa.” 
  Alasan-alasan hakim atau pertimbangan hakim atas suatu perkara akan 
berangkat pada fakta materiel yang muncul dalam persidangan. Didalam hukum 
Indonesia yang menganut civil law system, ratio decidendi akan ditemukan pada 
konsideran “menimbang” pada “pokok perkara”.  
  Sebagaimana telah di uraikan mengenai kegunaan ratio decindedi yang 
mampu memberi penafsiran dan penghalusan hukum, melainkan juga dalam hal 
penemuan undang-undang. Penemuan undang-undang ditengah kekosongan 
hukum adalah bentuk kekuasaan hakim dalam melihat serta menggali fakta 
hukum demi keadilan. 
H. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Wns 
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  Putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Wns merupakan keputusan pengadi-
lan Negeri Watansoppeng atas perkara tindak pidana kehutanan sebagaimana dia-
tur dalam Undang-undang nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pem-
berantasan pengrusakan hutan.  
  Perkara ini telah bergulir pada tanggal 25 Oktober 2017 pada tahap penyi-
dikan. Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan masing-masing oleh: penyidik 
sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 13 November 2017. Lalu 
penyidik perpanjangan oleh penuntut umum sejak tanggal 14 November 2017 
sampai dengan tanggal 23 Desember 2017. Penyidik perpanjangan pertama oleh 
ketua pengadilan negeri sejak tanggal 24 Desember 2017 sampai dengan tanggal 
22 Januari 2018. Penuntut umum sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan 
tanggal 6 Februari  2018. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2018 
sampai dengan tanggal 23 Februari. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh 
ketua pengadilan negeri sejak tanggal 24 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 
April 2018. 
 Didalam kasus ini, penuntut umum mengajukan 3 tuntutan kepada Sukardi 
alias Bin Massalesse selaku terdakwa di pengadilan Negeri Watansoppeng. per-
tama, pasal 12 huruf b Jo. Pasal 82 Ayat (1) huruf a UU P3H, atau kedua , pasal 
12 huruf c Jo. Pasal 82 Ayat (1) huruf c UU P3H, dan ketiga, pasal 17 ayat (2)  
huruf b Jo. Pasal 92 Ayat (1) huruf a UU P3H. Bentuk dakwaan alternatif dari 
Penuntut Umum diatas adalah bentuk dakwaan yang satu dengan yang lain saling 
mengecualikan, atau one that subtitutes for another. 
 Pengertian yang diberikan kepada bentuk dakwaan yang bersifat alternatif. 
Antara isi rumusan dakwaan yang satu dengan yang lain: 





- Memberi “pilihan” kepada hakim atau pengadilan untuk menetukan 
dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa 
sehubungan dengan tindak pidana dilakukannya.
45
 
 Dengan bentuk dakwaan alternatif, hakim tidak terikat secara mutlak kepada 
satu dakwaan saja. Apabila terdakwa terlepas dari dakwaan yang satu, hakim 
masih bisa beralih memeriksa dakwaan berikutnya.
46
Dakwaan alternatif baru 
dapat diterapkan bila tindak pidana yang dilakukan terdakwa berada dalam per-
sintuhan dua atau beberapa pasal tindak pidana yang saling berdekatan corak dan 
ciri kejahatannya. Corak dan ciri kejahatan dalam kasus yang dijadikan objek 
penelitian ini dianggap memiliki persintuhan yang saling mengecualikan.  
I. Gambaran Umum Konflik Agraria di Sektor Kehutanan 
 Segala aktifitas dalam lingkup hutan telah diatur kedalam Undang-undang 
nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan 
atau biasa dikenal UU P3H. Dengan semangat pembaruannya aturan ini 
menganggap aturuan sebelumnya sudah tidak memadai dan belum mampu me-
nangani pemberantasan secara efektif terhadapa perusakan hutan. Semangat itu 
tidak hanya sebatas pembaruan akan tetapi juga menimbang bahwa perusakan hu-
tan sudah menjadi kejahatan berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara 
yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih.  
Kerusakan hutan pada dasarnya beranjak pada masalah yang begitu kom-
pleks hingga bersifat struktural. Indonesia memiliki hutan seluas 130,68 juta 
hektar, namum hanya 14,24 juta hektar (10.9%) yang telah ditetapkan sebagai hu-
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 Di semua fungsi hutan – konversi, lindung, produksi – terdapat hak-
hak pihak ketiga berupa sejumlah perizinan pertambangan dan perkebunan, hutan 
adat dan hutan/lahan hak perorangan. Fungsi-fungsi hutan itulah yang kerap di-
manfaatkan oleh pihak ketiga dengan kepentingan yang berbeda-beda. Perbedaan 
kepentingan antar pihak ketiga menjadikan fungsi hutan begitu politis bagi be-
berapa kelompok. Praktik perkebunan/pertambangan skala besar misalnya, yang 
diaktori oleh perusahaan besar dengan izin konsesi, mendudukkan kepentingan 
bisnis ekonomi sebagai hal yang harus didapatkannya. Di lain sisi ialah kelompok 
masyarakat lokal yang kerap memanfaatkn hasil hutan demi kelangsungan hidup. 
Maka tidak jarang konflik antara kepentingan pun muncul kepermukaan dalam 
bentuk sengketa lahan hingga ketahap pemidanaan. 
Dalam rencana tata ruang, senantiasa menginginkan konversi hutan seluas 
5-24 persen dari luas kawasan hutan di tingkat provinsi untuk pembangunan 
sektor non-kehutanan serta mengakomodasi keberadaan ribuan desa/kampung 
yang ada di dalamnya. Di samping itu, keberadaan izin pertambangan di dalam 
hutan negara bukan hanya di hutan produksi, tetapi juga merambah hutan lindung 
seluas 3,8 juta hektar, yang rawan terjadi kerusakan lingkungan.
48
 kebijakan tata 
ruang pemerintah serta perizinan untuk mengakses kawasan hutan adalan medan 
pertarungan yang selalunya melahirkan krisis ekologi dan konflik agraria di-
masyarakat.  
Ketimpangan disektor agraria adalah dasar lahirnya berbagai permasala-
han yang menjerat kehidupan masyarakat. Terutaman pada kebijakan penetapan 
kawasan hutan yang memang melalui persyaratan-persyaratan formal dan legal 
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yang terkesan sepihak. Hal demikian memicu konflik – terkhususnya disektor ke-
hutanan – yang perkepanjangan. Di tahun 2018 total konflik akibat pendekatan 
legalitik yang dilakukan oleh kehutanan ialah 19 (5%) dari jumlah 410 kejadian 
konflik di 7 sektor. Hasil catatan tahunan 2018 yang di terbitkan Konsorsium 
Pembaruan Agraria kembali menegaskan bahwa, “angka 19 konflik agraria yang 
terjadi wilayah hutan pada tahun ini bukanlah mencerminkan angka yang 
sesungguhnya. Sebab bisa jadi wilayah-wilayah lainnya yang tidak terjadi letusan 
konflik, namun sebenarnya terjadi tumpah-tindih klaim antara warga atau 
masyarakat yang berada dipinggir hutan dan wilayah hutan.”  
J. Redistribusi, UU P3H dan Anotasi Putusan Mahkakamh Konstitusi 
1. Redistribusi  
 Redistribusi agraria akan menjadi pokok pembahasan kita kali ini. 
Kepincangan penguasaan lahan di masyarakat merupakan fakta lama yang 
tak berubah. Rezim ke rezim terus mengupayakan penyelesaian masalah 
ini namun mandek dalam pelaksanaanya hingga menjadi medan kontestasi 
dalam mengabsahkan kerja-kerja formal agraria. Kebijakan redistribusi 
akan bermakna bila ia menyentuh objek yang seyogianya menerima 
manfaat dari kebijakan itu, tidak malah sebaliknya. Sebagaimana ditegas-
kan Borras dan Franco (2008), suatu kebijakan agraria dapat dikategorikan 
sebagai “redistribusi” apa bila “terjadi transfer kesejahteraan dan 
kekuasaan berbasis tanah (land based wealth and power) dari kelas tuan 
tanah atau negara atau komunitas kepada petani miskin, petani gurem atau 
tuna kisma.” 
 Dalam literatur Mohammad Sohibuddin perihal redistribusi dalam 
buku yang di tulis oleh Martua Sirait menyatakanm, bahwa pengertian re-





menghindari 3 kelemahan konsep land reform yang berlaku selama ini. 
Sebagaimana di jelaskan oleh Borras (2007) berikut ini. Pertama, ke-
cendrungan untuk memasukkan secara a priori semua program yang dalam 
laporan-laporan resmi dinyatakan sebagai redistribusi di tanah private. 
Kedua, sebaliknya, kecendrungan untuk mengeluarkan secara a priori 
pembaruan tenurial yang bercorak redistributive di tanah-tanah publik 
(termasuk kawasan hutan negara). Ketiga, kecenderungan untuk secara 
konsisten memasukkan ataupun mengeluarkan pembaruan atas hubungan-
hubungan penyakapan seperti perjanjian bagi hasil, perjanjian perburuhan, 
dan semacamnya.  
2. Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan 
 Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan 
atau di kenal UUP3H merupakan pembaruan hukum dalam hal kejahatan 
kehutanan. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, berbagai modus 
kejahatan pun bermunculan yang dimana peraturan perundang-undangan 
sebelumnya tidak memadai dan belum  mampu menangani pemberantasan 
secara efektif bagi perusakan hutan yang terorganisasi. 
 Penerapan pidana dalam UU P3H masih menjadi pekerjaan rumah 
bagi negara kita, dimana banyaknya masyarakat yang hidup di sekitaran 
kawasan hutan terjerat oleh undang-undang ini. Didalam konsideran 
UUP3H telah jelas menegaskan semangat pembaruan seperti mencegah 
perusakan hutan yang massif,transnasional dan menggunakan modus op-
erandi yang canggih, namun tahap realisasinya menyasar masyarakat lokal 
yang mengakses hutan secara turun temurun. 
 Sebagaimana dalam BAB 1 Perihal Ketentuan Umum UU P3H 





tuk kejahatan dalam kawasan hutan. Sedari awal UU ini telah melihat 
dampak lingkungan yang begitu besar jika praktiknya dilakukan secara 
bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan 
hutan. Adanya impunitas bagi kelompok masyarakat yang tinggal di dalam 
dan di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/ 
atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk 
tujuan komersil, merupakan hal yang harus diperhatikan oleh aparat pene-
gak hukum. 
3. Anotasi Putusam Mahkamah Konstitusi 
 Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014 
mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan hutan, dan Undang-Undang 
Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan. Putusan yang di mohon kan 
oleh beberapa masyarakat dan lsm ini, adalah bukti adanya pelanggaran 
hak kontstitusi masyarakat atas UU yang di ajukan untuk di uji materil-
kan/Yuridiasial review.  
 Beberapa pasal yang di ajukan oleh pemohon diantaranya pasal 
Pasal 50 ayat (3) huruf e dan huruf i UU No. 41 Tahun 1999 tentang Ke-
hutanan, Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf k, Penjelasan Pasal 
12, Pasal 15 ayat (1) huruf d, dan Pasal 81 UU No. 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan, Pasal 1 angka 3, Pasal 6 ayat (1) huruf d, Pasal 11 ayat (4), 
Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b Pasal 12 huruf c , Pasal 12 huruf d, 
Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f Pasal 12 huruf h, Pasal 12 huruf k, Pasal 
12 huruf l, Pasal 12 huruf m; Pasal 16, Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 
19 huraf a dan huruf b, Pasal 26, Pasal 46 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), 





dan ayat (3), Pasal 84 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 87 ayat (1) hu-
ruf b, huruf c, ayat (2) huruf b, huruf c, dan ayat (3), Pasal 88, Pasal 92 
ayat (1), Pasal 94 ayat (1), Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 110 huruf b 
UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan 
Hutan. Dari sekian pasal yang di ujikan hanya pasal 50 ayat (3) huruf e 
dan huruf I UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan yang di kabulkan.  
 Pembahasan terhadap putusan MK ini di kelompokkan ke dalam 
empat bagian. Pertama, prinsip-prinsip mengenai dalam pengaturan tindak 
pidana kehutanan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. 
Kedua, pembahasan terhadap amar putusan MK yang mengabulkan 
permohonan pengujian pasal 50 ayat (3) huruf e dan huruf i. Bagian keti-
ga, membahas ketentuan permohonan yang ditolak oleh MK. Kemudian 
bagian keempat, membahas mengenai pokok permohonan pengujian UU 
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A. Jenis dan Lokasi Penelitian  
1. Jenis Penelitian 
 Dengan penelitian, isu-isu hukum yang tertuang dan menjadi rumusan ma-
salah di dalam tulisan ini akan coba  dijawab. Penelitian merupakan suatu 
kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan 
secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan 
metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan 




 Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif 
yang didukung dengan hasil penelitian lapangan. Penelitian hukum normatif dapat 
dikatakan sebagai bentuk penelitian yang menjadikan Undang-undang sebagai 
dasar dalam menganalisis permasalahan. Sama halnya dengan aturan tururan 
dalam perundang undangan, dasar ananlisis tidak boleh lepas dari semua produk 
hukum yang memiliki relevansi dengan aktifitas hukum masyarakat seperti 
perilaku, peristiwa dan fakta hukum sebagai objek penelitian. 
2. Lokasi Penelitian 
 Untuk memperoleh informasi serta gambaran penelitian atas sebuah pu-
tusan yang menjadi objek penelitian ini, maka penulis menjadikan kantor Penga-
dilan Negeri Watansoppeng yang beralamat di jalan Kemakmuran No. 18 
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Watansoppeng, telepon 0484-21003, sebagai lokasi penelitian. Pendekatan 
Penelitian  
 Tulisan ini menggunakan pendekatan kasus (case aprroach) dimana per-
timbangan-pertimbangan hakim menjadi acuan dalam melahirkan putusan hukum. 
Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pen-
gadilan berkekuatan hukum tetap. Dengan adanya pendekatan ini, argumentasi 
hakim serta fakta-fakta persidangan dapat di jadikan acuan dalam menganalisis 
isu hukum yang dihadapi.  
B. Sumber data 
 Memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai 
apa yang seyogianya, diperlukanlah sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber 
penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa 
bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum 
primer merupakan bahan yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. 
Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan 
resmi atau  risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan 
hakim. Adapun bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang 
hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang 
hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan 
komentar-komentar atas putusan pengadilan.
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C. Metode Pengumpulan Data 
 Dalam pelaksanaan penelitian yang menjadikan keputusan pengadilan se-
bagai bahan tinjauan yuridis atas vonis bebas  petani tradisional yang mengelola 
kawasan hutan, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut: 
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Adapun yang dimaksud dengan observasi adalah pengamatan dengan 
pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang di selidiki. 
2. Teknik wawancara 
Pada penelitian ini, peneliti melakukan metode wawancara untuk 
mengumpulkan data. Ada pun data yang dikumpulkan oleh peneliti dengan 
mengajukan pertanyaan kepada responden (hakim yang menangani kasus 
penyerobotan kawasan hutan oleh petani tradisional di kabupaten Sop-
peng. 
3. Dokumentasi 
Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel 
berupa catatan, transkrip, buku, dan sebagainya. Metode ini di gunakan 
pada saat penelusuran informasi yang bersumber dari dokumentasi ang-




D. Instrumen Penelitian 
 Instrumen atau alat yang digunakan dalam penelitian adalah alat rekam 
yang ada pada smartphone penulis, dengan hasil rekaman itulah kemudian penulis 
simak kembali demi mendapatkan data wawancara yang berkesuaian dengan sub-
tansi tulisan ini. Adapun beberepa poin pertanyaan yang berhasil penulis rangkum 
kemudian ditujukan kepada informan selaku hakim dalam memutusan perkara ini 
di kantor Pengadilan Soppeng, sebagai berikut: 
1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas atas 
kasus pengrusakan lahan kehutanan di kabupaten soppeng? 
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2. Bagaimana akibat hukum dengan dijatuhkannya putusan bebas bagi ter-
dakwa dalam tindak pidana pengrusakan kehutanan pada perkara nomor 
10/pid.sus/2018/pn wns?  
3. Apakah hakim memiliki pandangan lain dalam melihat kasus yang 
beririsan dengan konflik agraria semacam ini? 
E. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data 
1. Pengelolaan data 
 Data yang diperoleh kemudian dikelola secara prosedur pengelolaan data. 
Seperti Seleksi data, klasifikasi data, dan sistematisasi data.  
2. Metode Analisis Data 
 Penelitian ini bersifat preskriptif-kualitatif karena dalam metode ini, penu-
lis menganalisis isu-isu hukum dengan memberilkan argumentasi sebagaima-
na yang seyogianya dalam norma dan aturan hukum. Dengan menggunakan 
kebenaran koherensi, penelitian menitikberatkan sesuatu yang secara aksiolo-
gis merupakan nilai atau ketetapan/aturan sebagai referensi untuk yang 
ditelaah. Dalam hal demikian, bukan fakta empiris yang akan diperoleh, 
melainkan kesesuaian antara sesuatu yang hendak ditelaah dengan nilai atau 
ketetapan/aturan atau prinsip yang dijadikan referensi.
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A. Hasil Penelitian 
Sebelum penulis membahas mengenai pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan putusan bebas dalam tindak pidana perusakan lahan pada perkara 
ini, terlebih dahulu penulis akan menguraikan mengenai cakupan dari hukum 
pidana, yakni membahas mengenai tindak pidana, sanksi pidana serta 
pertanggungjawaban pidananya. Adapun uraian berdasarkan Putusan Nomor 
10/Pid.Sus/2018/PN Wns sebagai berikut; 
1. Posisi Kasus 
Aktifitas petani yang mendiami kawasan hutan turun temurun di Desa 
Umpungeng, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Provinsi 
Sulawesi Selatan. Namun pada tahun 2014, oleh pemerintah secara 
sepihak ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung. Konsekwensi dari 
penetapan ini mengakibatkan seluruh warga yang mendiami kawasan 
hutan tersebut rentan terkena pidana atau kriminalisasi. Karena 
mendiami kawasan hutan lindung tanpa hak, padahal terdapat sekitar ± 
3.950 KK, ± 23.428 jiwa, dengan luas garapan ± 7.803,06 Ha, dimana 
sebagian besar berada di Kec. Lalabata. Meskipun data ini telah 
menjadi bahan usulan kepada Pemerintah Provinsi Sul-Sel dan 
Pemerintah Pusat Untuk menjadi bahan dalam revisi RTRW Provinsi. 
Di tengah berjalannya program Reforma Agraria sebagaimana mandat 
UU Pokok Agraria 1960 dan Peraturan Presiden no. 86 Tahun 2018 





melakukan penangkapan sejumlah masyarakat yang dianggap melawan 
hukum dan di tetapkan sebagai tersangka.  
2. Dakwaan Penuntut Umum 
Alternatif 
Kesatu: 
 Bahwa ia terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 
sekitar jam 13.50 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam 
tahun 2017 bertempat di Coppoliang Desa Umpungeng Kecamatan 
Lalabata Kabupaten Soppeng atau setidak-tidaknya di tempat lain yang 
masih daerah hukum Pengadilan Negeri Soppeng, dengan sengaja 
melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa 
memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, 
perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: 
- Berawal ketika tim gabungan yang terdiri dari GAKKUM 
Wilayah Sulawesi, Polres Soppeng, Kodim 1423 Soppeng, Staf 
BPKH Wilayah VII Makassar dan Polhut Dinas Kehutanan 
Provinsi Sulawesi Selatan melakukan operasi gabungan di 
kawasan Hutan Lindung di daerah Coppoliang daerah 
Umpungeng Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng 
menemukan sekitar 10 (sepuluh) orang yang sedang melakukan 
aktifitas menanam jahe di kawasan Hutan Lindung Sukardi Bin 
Massalese datang dan mengaku sebagai orang yang menguasai 
atau mengolah lahan kebun tersebut. 
- Bahwa terdakwa SUKARDI BIN MASSALESE mengaku 
lahan tersebut yang luasnya kurang lebih 50 Ha adalah milik 





namun terdakwa SUKARDI BIN MASSALESE tidak memiliki 
bukti kepemilikan berupa sertifikat dan PBB atas tanah tersebut 
dan diatas tanah kebun tersebut telah di dirikan bangunan 
berupa pondok milik terdakwa SUKARDI BIN MASSALESE. 
- Bahwa dalam lokasi kebun tersebut ada tumbuh pohon kayu 
dan terdakwa SUKARDI BIN MASSALESE melakukan 
penebangan menggunakan parang karena pohon tersebut 
menghalangi tanaman jahe yang terdakwa SUKARDI BIN 
MASSALESE tanam dan sebagaian pohon kayu tersebut 
terdakwa jadikan papan untuk membuat pondok di dalam 
kebun. 
- Bahwa terdakwa SUKARDI BIN MASSALESE mengaku 
melakukan cocok tanam di hutan lindung tersebut berupa 
cengkeh, kopi, lombok, lengkuas, sere dengan menggunakan 
alat berupa Subbe dengan cara menggali lubang kemudian bibit 
jahe berupa umbi di masukkan ke dalam lubang tersebut lalu di 
tutup kembali. 
- Bahwa terdakwa SUKARDI BIN MASSALESE melakukan 
kegiatan perkebunan tanpa izin dari Menteri di dalam kawasan 
hutan sedangkan diketahui bahwa hutan yang dikuasai oleh 
terdakwa SUKARDI BIN MASSALESE tersebut termasuk 
hutan lindung berdasarkan pengukuran /pengambilan titik 
koordinat dengan menggunakan GPS (golbal Position System) 
Garmin Type Montana 650 dan dari hasil pengukuran dan 
deliniasi batas-batas lokasi TKP pada koordinat titrik T.1 





kawasan Hutan menjadi kebun berada pada posisi di dalam 
kawasan hutan pada fungsi Hutan Lindung dengan luas 
0,693Ha . Selanjutnya data /titik koordinat tersebut adalah di 
download kemudain plot ke dalam peta kaawasan maka lokasi 
terdakwa SUKARDI BIN MASSALESE berada dalam 
kawasan Hutan Niniconnang Kecamatan Lalabata Kabupaten 
Soppeng Propinsi Sulawesi Selatan yang telah di tetapkan 
berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanannan R.I. No. 
Sk.5536/Menhut-VII/KUH/20114 tanggal 2 September 2014 
tentang Penetapan Kawasan Hutan pada Kelompok Hutan 
Niniconnang di Kabupaten Soppeng Propinsi Sulawesi Selatan. 
- Bahwa akibat Perbuatan terdakwa SUKARDI BIN 
MASSALESE  dapat merusak kelestarian hutan. 
 Perbuatan terdakwa SUKARDI BIN MASSALESE 
sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 12 huruf b Jo 
pasal 82 ayat 1 huruf a UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang 




 Bahwa ia terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 
sekitar jam 13.50 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam 
tahun 2017 bertempat di Coppoliang Desa Umpungeng Kecamatan 
Lalabata Kabupaten Soppeng atau setidak-tidaknya di tempat lain yang 





melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak 
sah, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai 
berikut: 
- Berawal ketika tim gabungan yang terdiri dari GAKKUM 
Wilayah Sulawesi, Polres Soppeng, Kodim 1423 Soppeng, Staf 
BPKH Wilayah VII Makassar dan Polhut Dinas Kehutanan 
Provinsi Sulawesi Selatan melakukan operasi gabungan di 
kawasan Hutan Lindung di daerah Coppoliang daerah 
Umpungeng Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng 
menemukan sekitar 10 (sepuluh) orang yang sedang melakukan 
aktifitas menanam jahe di kawasan Hutan Lindung Sukardi Bin 
Massalese datang dan mengaku sebagai orang yang menguasai 
atau mengolah lahan kebun tersebut. 
- Bahwa terdakwa SUKARDI BIN MASSALESE mengaku 
lahan tersebut yang luasnya kurang lebih 50 Ha adalah milik 
Almarhum bapak terdakwa kemudian diolah kakak terdakwa, 
namun terdakwa SUKARDI BIN MASSALESE tidak memiliki 
bukti kepemilikan berupa sertifikat dan PBB atas tanah tersebut 
dan diatas tanah kebun tersebut telah di dirikan bangunan 
berupa pondok milik terdakwa SUKARDI BIN MASSALESE. 
- Bahwa dalam lokasi kebun tersebut ada tumbuh pohon kayu 
dan terdakwa SUKARDI BIN MASSALESE melakukan 
penebangan menggunakan parang karena pohon tersebut 
menghalangi tanaman jahe yang terdakwa SUKARDI BIN 





terdakwa jadikan papan untuk membuat pondok di dalam 
kebun. 
- Bahwa terdakwa SUKARDI BIN MASSALESE mengaku 
melakukan cocok tanam di hutan lindung tersebut berupa 
cengkeh, kopi, lombok, lengkuas, sere dengan menggunakan 
alat berupa Subbe dengan cara menggali lubang kemudian bibit 
jahe berupa umbi di masukkan ke dalam lubang tersebut lalu di 
tutup kembali. 
- Bahwa terdakwa SUKARDI BIN MASSALESE melakukan 
kegiatan perkebunan tanpa izin dari Menteri di dalam kawasan 
hutan sedangkan diketahui bahwa hutan yang dikuasai oleh 
terdakwa SUKARDI BIN MASSALESE tersebut termasuk 
hutan lindung berdasarkan pengukuran /pengambilan titik 
koordinat dengan menggunakan GPS (golbal Position System) 
Garmin Type Montana 650 dan dari hasil pengukuran dan 
deliniasi batas-batas lokasi TKP pada koordinat titrik T.1 
sampai titik T.9 menunjukkan bahwa lokasi pembukaan 
kawasan Hutan menjadi kebun berada pada posisi di dalam 
kawasan hutan pada fungsi Hutan Lindung dengan luas 
0,693Ha . Selanjutnya data /titik koordinat tersebut adalah di 
download kemudain plot ke dalam peta kaawasan maka lokasi 
terdakwa SUKARDI BIN MASSALESE berada dalam 
kawasan Hutan Niniconnang Kecamatan Lalabata Kabupaten 
Soppeng Propinsi Sulawesi Selatan yang telah di tetapkan 
berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanannan R.I. No. 





tentang Penetapan Kawasan Hutan pada Kelompok Hutan 
Niniconnang di Kabupaten Soppeng Propinsi Sulawesi Selatan. 
- Bahwa akibat Perbuatan terdakwa SUKARDI BIN 
MASSALESE  dapat merusak kelestarian hutan. 
 Perbuatan terdakwa SUKARDI BIN MASSALESE 
sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 12 huruf c Jo 
pasal 82 ayat 1 Huruf a UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan  
Atau 
Ketiga: 
 Bahwa ia terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 
2017 sekitar jam 13.50 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain 
dalam tahun 2017 bertempat di Coppoliang Desa Umpungeng 
Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng atau setidak-tidaknya di 
tempat lain yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Soppeng, 
dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin 
Menteri di dalam kawasan Hutan, perbuatan mana dilakukan oleh 
terdakwa dengan cara sebagai berikut: 
- Berawal ketika tim gabungan yang terdiri dari GAKKUM 
Wilayah Sulawesi, Polres Soppeng, Kodim 1423 Soppeng, Staf 
BPKH Wilayah VII Makassar dan Polhut Dinas Kehutanan 
Provinsi Sulawesi Selatan melakukan operasi gabungan di 
kawasan Hutan Lindung di daerah Coppoliang daerah 
Umpungeng Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng 





aktifitas menanam jahe di kawasan Hutan Lindung Sukardi Bin 
Massalese datang dan mengaku sebagai orang yang menguasai 
atau mengolah lahan kebun tersebut. 
- Bahwa terdakwa SUKARDI BIN MASSALESE mengaku 
lahan tersebut yang luasnya kurang lebih 50 Ha adalah milik 
Almarhum bapak terdakwa kemudian diolah kakak terdakwa, 
namun terdakwa SUKARDI BIN MASSALESE tidak memiliki 
bukti kepemilikan berupa sertifikat dan PBB atas tanah tersebut 
dan diatas tanah kebun tersebut telah di dirikan bangunan 
berupa pondok milik terdakwa SUKARDI BIN MASSALESE. 
- Bahwa dalam lokasi kebun tersebut ada tumbuh pohon kayu 
dan terdakwa SUKARDI BIN MASSALESE melakukan 
penebangan menggunakan parang karena pohon tersebut 
menghalangi tanaman jahe yang terdakwa SUKARDI BIN 
MASSALESE tanam dan sebagaian pohon kayu tersebut 
terdakwa jadikan papan untuk membuat pondok di dalam 
kebun. 
- Bahwa terdakwa SUKARDI BIN MASSALESE mengaku 
melakukan cocok tanam di hutan lindung tersebut berupa 
cengkeh, kopi, lombok, lengkuas, sere dengan menggunakan 
alat berupa Subbe dengan cara menggali lubang kemudian bibit 
jahe berupa umbi di masukkan ke dalam lubang tersebut lalu di 
tutup kembali. 
- Bahwa terdakwa SUKARDI BIN MASSALESE melakukan 
kegiatan perkebunan tanpa izin dari Menteri di dalam kawasan 





terdakwa SUKARDI BIN MASSALESE tersebut termasuk 
hutan lindung berdasarkan pengukuran /pengambilan titik 
koordinat dengan menggunakan GPS (golbal Position System) 
Garmin Type Montana 650 dan dari hasil pengukuran dan 
deliniasi batas-batas lokasi TKP pada koordinat titrik T.1 
sampai titik T.9 menunjukkan bahwa lokasi pembukaan 
kawasan Hutan menjadi kebun berada pada posisi di dalam 
kawasan hutan pada fungsi Hutan Lindung dengan luas 
0,693Ha . Selanjutnya data /titik koordinat tersebut adalah di 
download kemudain plot ke dalam peta kaawasan maka lokasi 
terdakwa SUKARDI BIN MASSALESE berada dalam 
kawasan Hutan Niniconnang Kecamatan Lalabata Kabupaten 
Soppeng Propinsi Sulawesi Selatan yang telah di tetapkan 
berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanannan R.I. No. 
Sk.5536/Menhut-VII/KUH/20114 tanggal 2 September 2014 
tentang Penetapan Kawasan Hutan pada Kelompok Hutan 
Niniconnang di Kabupaten Soppeng Propinsi Sulawesi Selatan. 
- Bahwa akibat Perbuatan terdakwa SUKARDI BIN 
MASSALESE  dapat merusak kelestarian hutan. 
 Perbuatan terdakwa SUKARDI BIN MASSALESE 
sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 17 ayat 2 hurf b 
Jo pasal 92 ayat 1 huruf a UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan. 





Tuntuntan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan 
dalam putusan Pengadilan Negeri Soppeng Nomor 
10/Pid.Sus/2018/PN Wns sebagai berikut: 
Dakwaan: 
- Menyatakan Terdakwa Sukardi Alias suka Bin MASSALESSE, 
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana “dengan sengaja melakukan penebangan pohon 
dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh 
pejabat yang berwenang” sebagaimana diatur dalam pasal 12 
huruf b Jo Pasal 82 ayat (1) huruf a UU R.I Nomor 18 Tahun 2013 
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan hutan. 
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sukardi Alias suka Bin 
MASSALESSE dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 
penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan 
sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 
- Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp 
500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiar 1 (satu) bulan 
penjara. 
- Menyatakan barang bukti berupa: 
• 1 satu buah parang 
• 1`(satu) buah subbe 
Dirampas untuk di musnahkan. 
- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara 
sebesar Rp 3.000 (Tiga Ribu Rupiah). 
 Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Haswandy Andy 





Suharno,S.H., Muhammad Haedir, S.H., Firmansyah, S.H., Andi 
Haerul Hakim, S.H., Edy Kurniawan, S.H., Abdul Aziz Dumpa, S.H., 
Ridwan, S.H., Ratna Kahali, S.H., dan Ahmad Effendi Kasim, S.H., 
semuanya adalah Advokat/Tim Pembela Umum pada Kantor Lembaga 
Bantuan Hukum (LBH) Makassar yang beralamat di Jalan Pelita Raya 
VI Blok A.34 No. 9 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 
tanggal 16 November 2017. 
4. Amar Putusan 
 Berdasarkan Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 
1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan 
lain yang bersangkutan, adapun amar Putusan Pengadilan Negeri Soppeng 
dalam Tindak Pidana Pengrusakan Lahan Hutan pada perkara Nomor 
10/Pid.Sus/2018/PN Wns terhadap terdakwa SUAKRDI BIN 
MASSALESE seperti berikut: 
1) Menyatakan terdakwa Sukardi Bin Massalese tersebut diatas, 
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan 
alternatif Kesatu, alternatif Kedua dan alternatif Ketiga 
Penuntut Umum; 
2) Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan 
Penuntut Umum; 
3) Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, 
kedudukan, harkat dan martabatnya; 
4) Pemeirntah Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah 
putusan ini diucapkan 





- 1 (satu) buah parang; 
- 1 (satu) buah subbe; 
Dikembalikan kepada Terdakwa; 
6) Membebankan biaya perkara kepada Negara 
B. Pertimbangan Hakim Dalam menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap 
Terdakwa dalam Tindak Pidana Pengrusakan Lahan kehutanan pada 
Perkara Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Wns 
1. Pertimbangan Fakta-Fakta Hukum 
Berdasarkan keterangan saksi-saski, keterangan ahli, keterangan 
Terdakwa, dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka 
dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut: 
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2017 sekitar pukul 
13.50 Wita bertempat di Coppoliang Desa Umpungeng Kecamatan 
Lalabata Kabupaten Soppeng tim gabungan yang terdiri dari 
GAKKUM Wilayah Sulawesi, Polres Soppeng, Kodim 1423 
Soppeng, Staf BPKH Wilayah VII Makassar dan Polhut Dinas 
Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan melakukan operasi gabungan 
dikawasan Hutan Lindung di daerah Coppoliang daaerah 
Umpungeng Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng menemukan 
sekitar 10 (sepuluh) orang yang sedang melakukan aktifitas 
menanam jahe dikawasan Hutan Lindung, kemudian terdakwa 
SUKARDI BIN MASSALESE datang dan mengaku sebagai oranh 
yang menguasai atau mengolah lahan kebun tersebut. 
- Bahwa terdakwa SUKARDI BIN MASSALESE mengaku lahan 





Almarhum bapak terdakwa kemudian diolah kakak terdakwa, 
namun terdakwa SUKARDI BIN MASSALESE tidak memiliki 
bukti kepemilikan berupa sertifikat dan PBB atas tanah tersebut 
dan diatas tanah kebun tersebut telah di dirikan bangunan berupa 
pondok milik terdakwa SUKARDI BIN MASSALESE. 
- Bahwa dalam lokasi kebun tersebut ada tumbuhan pohon kayu dan 
terdakwa SUKARDI BIN MASSALESE melakukan penebangan 
menggunakan parang karena pohon tersebut menghalangi tanaman 
jahe yang terdakwa SUKARDI BIN MASSALESE tanam dan 
sebagian pohon kayu tersebut terdakwa jadikan papan untuk 
membuat pondok di dalam kebun. 
- Bahwa terdakwa SUKARDI BIN MASSALESE mengaku 
melakukan cocok tanam di hutan lindung tersebut berupa cengkeh, 
kopi, lombok, tomat, lengkuas, sere dengan menggunakan alat 
berupa Subbe dengan cara menggali lubang kemudian bibit jahe 
berupa umbi di masukkan ke dalam lubang tersebut lalu di tutup 
kembali. 
- Bahwa terdakwa SUKARDI BIN MASSALESE melakukan 
kegiatan perkebunan tanpa izin dari Menteri di dalam kawasan 
hutan sedangkan diketahui bahwa hutan yang dikuasai oleh 
terdakwa SUKARDI BIN MASSALESE tersebut termasuk hutan 
lindung berdasarkan pengukuran /pengambilan titik koordinat 
dengan menggunakan GPS (golbal Position System) Garmin Type 
Montana 650 dan dari hasil pengukuran dan deliniasi batas-batas 
lokasi TKP pada koordinat titrik T.1 sampai titik T.9 menunjukkan 





pada posisi di dalam kawasan hutan pada fungsi Hutan Lindung 
dengan luas 0,693Ha . Selanjutnya data /titik koordinat tersebut 
adalah di download kemudain plot ke dalam peta kaawasan maka 
lokasi terdakwa SUKARDI BIN MASSALESE berada dalam 
kawasan Hutan Niniconnang Kecamatan Lalabata Kabupaten 
Soppeng Propinsi Sulawesi Selatan yang telah di tetapkan 
berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanannan R.I. No. 
Sk.5536/Menhut-VII/KUH/20114 tanggal 2 September 2014 
tentang Penetapan Kawasan Hutan pada Kelompok Hutan 
Niniconnang di Kabupaten Soppeng Propinsi Sulawesi Selatan. 
- Bahwa Terdakwa lahir di Kampung Coppoliang, Desa Umpungeng 
pada tanggal 31 Desember 1977 dan Terdakwa juga bertempat 
tinggal di Kampung Coppoliang, Desa Umpungeng, Kec. Lalabata, 
Kabupaten Soppeng; 
- Bahwa Terdakwa menebang pohon kayu hanya seorang diri 
dengan menggunakan alat berupa parang. 
- Bahwa Terdakwa mengelola sendiri kebun miliknya dengan 
menanam tanaman cengkeh, lombok, dan jahe dengan 
menggunakan alat berupa subbe. 
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa kebun Terdakwa tersebut 
termasuk lokasi yang diusulkan dalam pembebasan kawasan hutan. 
 Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan 
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut 






 Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah 
melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut 
haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan 
kepadanya; 
 Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum 
dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim 
dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih 
langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 12 
huruf b Jo Pasal 82 ayat (1) huruf a UU R.I Nomor 18 Tahun 2013 
Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, namun 
pencantuman Jo Pasal 82 ayat (1) huruf a menurut Majelis Hakim 
adalah merupakan kekeliruan Penuntut Umum dalam penulisan, karena 
berdasarkan uraian dakwaan yang ada maka harus dimaknai bahwa 
yang di maksud oleh Penuntut Umum tersebut adalah Jo pasal 82 ayat 
(1) Huruf b dengan yang unsur-unsurnya sebagai berikut: 
1. Setiap orang; 
2. Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan 
hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang 
berwenang: 
 Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim 
akan mempertimbangkan  sebagai berikut: 
Ad 1. Unsur “setiap orang” 
 Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” terletak di bagian awal  
dari rumusan tindak pidana yang pada prinsipnya untuk menunjuk 





diuraikan pada kalimat selanjutnya, sehingga untuk memudahkan 
pembuktian maka sebelum membuktikan unsur “setiap orang” 
tersebut, perlu terlebih dahulu dipertimbangkan/dibuktikan unsur 
perbuatan pidana yang dimaksud sebagaimana diuraikan dalam unsur 
selanjutnya; 
Ad 2. Unsur “dengan sengaja melakukan penebangan pohon 
dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh 
pejabat yang berwenang” 
 Menimbang,  bahwa pengertian “dengan sengaja” atau opzet atau 
dolus tidak dijumpai perumusannya dalam KUHP, namun dalam 
memori van toelichting disebutkan bahwa yang dimaksud dengan 
sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi 
terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens 
veroorzaken van een gevolg) artinya seseorang melakukan perbuatan 
dengan sengaja, maka ia harus menghendaki dan menginsyafi akan 
akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut; 
 Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kawasan hutan 
menurut Pasal 1 ke-2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah wilayah 
tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan 
keberadaannya sebagai hutan tetap; 
 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah 
diuraikan di atas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, 
keterangan ahli, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang 





22 Oktober 2017 sekitar pukul 13.50 Wita bertempat di Coppoliang 
Desa Umpungeng Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng tim 
gabungan tang terdiri dari GAKKUM Wilayah Sulawesi, Polres 
Soppeng, Kodim 1423 Soppeng, Staf BPKH Wilayah VII Makassar 
dan Polhut Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan melakukan 
operasi gabungan dikawasan Hutan Lindung didaerah Coppoliang 
daerah Umpungeng Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng 
menemukan sekitar 10 (sepuluh) orang yang sedang melakukan 
aktifitas menanam jahe dikawasan Hutan Lindung, kemudian terdakwa 
SUKARDI BIN MASSALESE datang dan mengaku sebagai orang 
yang menguasasi atau mengolah lahan kebun tersebut. Bahwa 
terdakwa SUKARDI BIN MASSALESE mengaku lahan tersebut yang 
luasnya kurang lebih 50 Ha adalah milik Almarhum bapak terdakwa 
kemudian diolah oleh kakak terdakwa, namun terdakwa SUKARDI 
BIN MASSALESE tidak memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat 
dan PBB atas tanah tersebut dan diatas tanah kebun tersebut telah di 
dirikan bangunan berupa pondok milik terdakwa SUKARDI BIN 
MASSALESE. 
 Menimbang, bahwa dalam lokasi kebun tersebut ada tumbuh 
pohon kayu dan terdakwa SUKARDI BIN MASSALESE melakukan 
penebangan menggunakan parang karena pohon tersebut menghalangi 
tanaman jahe yang terdakwa SUKARDI BIN MASSALESE tanam dan 
sebagian pohon kayu tersebut terdakwa jadikan papan untuk membuat 
pondok di dalam kebun. Bahwa terdakwa SUKARDI BIN 
MASSALESE mengaku melakukan cocok tanam di hutan lindung 





menggunakan alat berupa Subbe dengan cara menggali lubang 
kemudian bibit jahe berupa umbi di masukkan ke dalam lubang 
tersebut lalu di tutup kembali; 
 Menimbang, berdasarkan pengukuran yang dilakukan oleh ahli 
Jamaluddin diperoleh fakta bahwa lahan kebun yang dikuasai oleh 
terdakwa tersebut berdasarkan pengukuran/pengambilan titik dengan 
menggunakan GPS (Global Position System) Garmin Type Montana 
650 dan dari hasil pengukuran dan deliniasi batas-batas lokasi TKP 
pada koordinat titik T.1 sampai titik T.9 menunjukkan bahwa lokasi 
pembukaan kawasan Hutan menjadi kebun berada pada posisi di dalam 
kawasan hutan pada fungsi Hutan Lindung dengan luas 0,693Ha. 
Selanjutnya data /titik koordinat tersebut adalah di download kemudain 
plot ke dalam peta kaawasan maka lokasi Terdakwa SUKARDI BIN 
MASSALESE berada dalam kawasan Hutan Niniconnang Kecamatan 
Lalabata Kabupaten Soppeng Propinsi Sulawesi Selatan yang telah di 
tetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanannan R.I. No. 
Sk.5536/Menhut-VII/KUH/20114 tanggal 2 September 2014 tentang 
Penetapan Kawasan Hutan pada Kelompok Hutan Niniconnang di 
Kabupaten Soppeng Propinsi Sulawesi Selatan. 
 Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penebangan pohon di 
dalam kawasan hutan tersebut adalah perbuatan yang disengaja karena 
Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan maksud dan tujuan 
tertentu yaitu supaya pohon tersebut tidak menghalangi tanaman jahe 
yang Terdakwa tanam dan sebagian pohon kayu tersebut Terdakwa 
jadikan papan untuk membuat pondok di dalam kebun. Selain itu,  





dalam kawasan hutan karena Terdakwa mengetahui bahwa kebun 
Terdakwa tersebut termasuk lokasi yang diusulkan dalam pembebasan 
kawasan hutan, itu berarti bahwa pada saat ini tanah perkebunan milik 
Terdakwa tersebut masih dalam status kawasan hutan; 
 Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penebangan 
pohon dalam kawasan hutan tersebut tanpa izin dari Menteri 
Kehutanan sebagai menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah 
di bidang kehutanan; 
 Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan 
pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat 
bahwa unsur “dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam 
kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang 
berwenang” telah terpenuhi; 
 Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kembali 
usnur ke-1 yaitu unsur “setiap orang” sebagai berikut  
Ad. 1. Unsur “setiap orang” 
 Menimbang, bahwa  pengertian “setiap orang” dalam ketentuan 
Undang-Undang R.I Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Pengrusakan Hutan tersebut memiliki pengertian yang 
bersifat khusus (specialis) yang berbeda dengan pengertian “setiap 
orang” pada ketentuan peraturan perundang-undangan pada umumnya. 
Oleh karena itu, untuk membuktikan unsur “setiap orang” dalam 
perkara in casu, maka harus dibuktikan berdasarkan maksud dari 
Undang-Undang R.I Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 





 Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menurut 
ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang R.I Nomor 18 Tahun 
2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan 
adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan 
perbuatan perusakan hutan secara terorganisir di wilayah hukum 
Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia; 
 Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksus dengan “perusakan 
hutan “ menurut ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang R.I 
Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
Pengrusakan Hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak 
melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa 
izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan 
tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, 
yang telah di tunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh 
pemerintah. 
 Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pembalakan liar“ 
menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang R.I Nomor 18 
Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan 
Hutan adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara 
tidak sah yang terorganisir, sedangkan yang dimaksud dengan 
“penggunaan kawasan hutan secara tidak sah” menurut ketentuan Pasal 
1 angka 5 Undang-Undang R.I Nomor 18 Tahun 2013 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan adalah kegiatan 
terorganisasi yang di lakukan di dalam kawasan hutan untuk 





 Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian “setiap orang” tersebut 
di atas dihubungkan dengan pengertian “pembalakan liar” dan 
“penggunaan kawasan hutan secara tidak sah” yang merupakan bentuk 
perbuatan “perusakan hutan” sebagaimana dimaksud dalam pengertian 
“setiap orang” serta dihubungkan pula dengan konsiderans Undang-
Undang R.I Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Pengrusakan Hutan yang merupakan dasar dan tujuan 
pembuatan undang-undang tersebut pada huruf f dinyatakan “bahwa 
peraturan perundang-undangan yang ada sampai saat ini tidak 
memadai dan belum mampu menangani pemberantasan secara efektif 
terhadap perusakan hutan yang terorganisasi”, maka dapat dipahami 
bahwa ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang R.I 
Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
Pengrusakan Hutan adalah ditujukan terhadap tindak pidana yang 
dilakukan secara terorganisir. Hal tersebut bersesuaian pula dengan 
pendapat ahli Dr. Ahmad Sofian, S.H., M.H., yang menyatakan Pasal 
12 huruf b dan huruf c Jo. Pasal 82 Ayat (1) huruf a dan huruf c dan 
Pasal 17 Ayat (2) huruf b Jo. Pasal 92 Ayat huruf a UU P3H, 
sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa, tidak bisa dilihat 
secara parsial, melainkan harus dilihat secara filosofis atau prinsip 
dasar dari UU P3H secara utuh. Dan prinsip tersebut dapat dilihat pada 
pasal 1 yang memuat tentang Ketentuan Umum berisi asas-asas dari 
UU P3H. Sehingga jika mau melihat unsur-unsur dari pasal tersebut di 
atas, maka harus terlebih dahulu melihat asas-asasnya dalam Pasal 1, 
dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3, 4, 6, dan 21 maka terlihat 





masyarakat yang tinggal di dalam kawasan hutan yang melakukan 
perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk 
keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial, dan bahwa UU 
P3H dibuat untuk memberantas kejahatan korporasi atau kejahatan 
yang teroganisir; 
 Menimbang, bahwa mengenai pengertian terorganisasi itu sendiri 
di dalam ketentuan umum Undang-Undang R.I Nomor 18 Tahun 2013 
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan telah 
diberikan batasan definisi sebagaimana pada Pasal 1 angka 6 yang 
menyatakan “Terorganisasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh 
suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau 
lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu 
dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok 
masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan 
yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan 
penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan 
komersial”. 
 Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah 
menghadapkan seorang terdakwa ke depan persidangan, yang atas 
pertanyaan Hakim mengaku bernama Sukardi Bin Massalese, dengan 
identitas lengkapnya sebagaimana terdapat pada halaman awal uraian 
putusan ini dan bukan orang lain daripadanya, identitas mana 
merupakan identitas yang sama dengan tertera dalam surat dakwaan 
Penuntut Umum di bagian identitas terdakwa, dimana Terdakwa 
dihadapkan sebagai pribadi dan bukan atas nama pengurus suatu 





dihadapkan dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan, dengan 
demikian sub unsur “orang perseorangan dan/atau korporasi” telah 
terpenuhi; 
 Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam 
unsur “dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan 
hutan tanoa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang 
berwenang” tersebut di atas, telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa 
dengan senagaja telah melakukan kegiatan penebangan pohon dalam 
kawasan hutan tanpa izin dari Menteri Kehutanan; 
 Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan 
adalah mengenai apakah penebangan pohon yang dilakukan oleh 
Terdakwa di dalam kawasan hutan tersebut dilakukan secara 
terorganisir atau tidak? 
 Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad 
Syukur, saksi Pammu, saksi Salahuddin, saksi Andi Baso Petta 
Karaeng dan saksi Lasalama ditambah keterangan Terdakwa serta 
identitas Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian diperoleh fakta 
bahwa Terdakwa lahir di Kampung Coppoliang, Desa Umpungeng 
pada tanggal 31 Desember 1977. Terdakwa juga bertempat tinggal di 
Kampung Coppoliang, Desa Umpungeng, Kec. Lalabata, Kabupaten 
Soppeng, bahwa Terdakwa menebang pohon kayu hanya seorang diri 
dengan menggunakan alat berupa parang. Terdakwa juga mengelola 
sendiri kebun miliknya dengan menanam tanaman cengkeh, lombok 
dan jahe dengan menggunakan alat berupa subbe. Bahwa hasil 
tanaman Terdakwa diambil pembeli langsung di kebun dan kalau tidak 





pasar Takkalala, bahwa Terdakwa menjual hasil kebunnya untuk 
memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa dan keluarganya. Jadi dari cara 
penebangan pohon kayu maupun kegiatan berkebun yang dilakukan 
Terdakwa serta cara pemasaran hasil kebunnya maka diperoleh fakta 
bahwa Terdakwa tidak melibatkaan orang lain secara terstruktur 
melainkan dilakukan secara tradisional dan bukan untuk tujuan 
komersial. Oleh karena itu, perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat 
dikategorikan sebagai perbuatan terorganisasi, bahkan perbuatan 
Terdakwa tersebut memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan yang 
dikecualikan dalam pengertian “terorganisasi” tersebut, yaitu tidak 
termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar 
kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau 
melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak 
untuk tujuan komersial”. Dengan demikian sub unsur “secara 
terorganisasi” tidak terpenuhi; 
 Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut 
di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa sebagai 
orang perseorangan telah melakukan perbuatan penebangan pohon 
dalam kawasan hutan, namun perbuatan tersebut tidak dilakukan 
secara terorganisasi, sehingga tidak memenuhi kualifikasi pengertian 
“setiap orang” yang dimaksudkan dalam ketentuan Undang-Undang 
R.I Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
Pengrusakan Hutan. Dengan demikian unsur “setiap orang” tidak 
terpenuhi. 
 Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 12 huruf b Jo 





Pemberantasan Pengrusakan Hutan tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah 
dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana 
sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu, sehingga Terdakwa 
haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut: 
2. Analisis Penulis 
Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dari segala tuntutan hukum, 
mengacu pada Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “jika pengadilan 
berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas 
perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, 
maka terdakwa diputus bebas” 
Hasil wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan negeri Soppeng, 
Fitriana, S.H., M.H. pada tanggal 16 Oktober 2019, berpendapat bahwa kasus ini 
awalnya terkesan ilegal loging dimana bila berbicara mengenai ilegal loging maka 
bentuk aktifitasnya harus terstruktur dan terorganisir hingga ke tahap pengolahan 
dan pemasaran. Akan tetapi menyimak berbagai literarur perihal itu, serta fakta-
fakta persidangan dan keterangan saksi baik itu dari Penuntut Umum ataupun 
Terdakwa sendiri, hakim menilai bahwa dakwaan yang dikenakan Penuntut 
Umum tidak tepat dan keliru.  
Terdakwa diperhadapkan oleh Penuntut Umum dengan 3 dakwaan 
alternatif. Dakwaan alternatif pertama berbunyi, dengan sengaja melakukan 
penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan 
oleh pejabat yang berwenang. Yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 12 
Huruf b Jo pasal 82 ayat 1 Huruf a UU R.I Nomor 18 Tahun 2013 tentang 
Pencegahan dan pemberantasan Pengrusakan Hutan. Dakwaan alternatif pertama 





penulisan, karena berdasarkan uraian dakwaan yang ada maka harus dimaknai 
bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum tersebut adalah Jo Pasal 82 Ayat (1) 
huruf b dengan yang unsur-unsurnya sebagai berikut: 
1. Setiap orang. 
2. Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan 
tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. 
 Kedua unsur ini diambil dari rumusan pasal yang dijadikan dakwaan oleh 
Penuntut Umum ke Terdakwa SUKARDI BIN MASSALESE. Pada Pasal 12 
huruf b yang mengatur tentang “setiap orang dilarang” untuk “melakukan 
penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan 
oleh pejabat yang berwenang”. Dan Jo Pasal 82 ayat 1 Huruf a perihal ketentuan 
pidana. Pasal ini tertuang unsur-unsur pemidanaan bagi orang perseorangan yang 
dengan sengaja, telah melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang 
tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 
12 huruf a. Dari hasil pertimbangan hakim menilai dakwaan alternatif ke-1 (satu) 
Penuntut Umum tidak memenuhi unsur. Menimbang, bahwa karena salah satu 
unsur dari Pasal 12 huruf b Jo Pasal 82 ayat (1) huruf b UU R.I Nomor 18 Tahun 
2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan tidak terpenuhi, 
maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan 
melakukan tindak pidana.  
 Tidak terpenuhinya salah satu dari dua unsur yang diperolah dalam pasal 
yang didakwakan oleh Penuntut Umum ke Terdakwa SUKARDI BIN 
MASSALESE menjadi kelemahan aparat penegak hukum dalam melihat peristiwa 
hukum yang terjadi. Sebagaimana telah diuraikan diatas yang diperoleh dari 
keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dihubungkan 





sengaja melakukan aktifitas perkebunan didalam kawasan hutan sebagaimana 
keterangannya adalah lahan yang tergarap secara turun temurun. Namun unsur 
“setiap orang” yang menjadi unsur pokok dalam pasal yang di jadikan dakwaan 
oleh jaksa Penuntut Umum tidak ditujukan bagi masyarakat yang hidup 
disekitaran kawasan hutan. 
 Dalam keterangan saksi ahli yang diajukan oleh Terdakwa, Dr. Ahmad 
Sofian, S.H., M.H., melihat bahwasanya UU P3H ini merupakan aturan yang 
dibuat dengan dasar adanya lingkungan yang rusak dan pembalakan hutan lindung 
dan mengatasi kejahatan untuk sektor kehutanan. Dikarenakan Undang-Undang 
sebelumnya tidak mampu mengatasi kejahatan kehutanan yang terorganisir. 
 Pendapat Ahli mengenai Pasal 12 huruf b dan huruf c Jo. Pasal 82 Ayat (1) 
huruf a dan huruf c dan pasal 17 Ayat (2) huruf b Jo. Pasal 92 Ayat (1) huruf a 
UU P3H, sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa, tidak bisa dilihat 
secara parsial, melainkan harus dilihat secara filosofis atau prinsip dasar dari UU 
P3H secara utuh. Melihat unsur-unsur dari pasal tersebut, mestinya terlebih 
dahulu memperhatikan asas-asasnya dalam BAB I perihal ketentuan Umum. 
Didalam Pasal 1 angka 3, 4, 6 dan 21 maka terlihat bahwa Pasal 1 angka 6 
mengandung imunitas bagi kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di 
sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau 
melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan 
komersial, dan bahwa UU P3H dibuat untuk memberantas kejahatan korporasi 
atau kejahatan yang terorganisir. 
 Tidak terpenuhinya salah satu unsur dari beberapa unsur dalam rumusan 
tindak pidana akan dianggap kurang memenuhi asas legalitas. Misalnya yang 
terpenuhi hanya unsur landasan hukum atau yang sering juga dinamakan landasan 





subjektif, serta tidak dikuatkan unsur syarat-syarat yang ditentukan undang-
undang.
1
 Dalam kasus ini, unsur subjektif dan unsur syarat-syarat di undang-
undang yakni “setiap orang” dan “terorganisasi” tidak terpenuhi dikarenakan 
pembacaan secara parsial Penuntut Umum terhadap UU P3H. Unsur “setiap 
orang” dihubungkan dengan pengertian “pembalakan liar” dan “penggunaan 
kawasan hutan secara tidak sah” yang merupakan bentuk perbuatan “perusakan 
hutan” sebagaimana dimaksud dalam pengertian “setiap orang” serta dihubungkan 
pula dengan konsiderans Undang-Undang R.I Nomor 18 Tahun 2013 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan yang merupakan dasar dan 
tujuan pembuatan undang-undang tersebut tersebut pada huruf f dinyatakan 
“bahwa peraturan perundang-undangan yang ada sampai saat ini tidak memadai 
dan belum mampu menangani pemberantasan secara efektif terhadap perusakan 
hutan yang terorganisasi”.  
 Maka kesimpulan Majelis Hakim bahwa Terdakwa sebagai orang 
perseorangan telah melakukan perbuatan penebangan pohon dalam kawasan 
hutan, namun perbuatan tersebut tidak dilakukan secara terorganisasi sebagaimana 
pengertian Setiap Orang dalam Pasal 1 angka 21 UU P3H bahwa “setiap orang 
adalah orang perseorangan dan/ atau korporasi yang melakukan perbuatan 
perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/ atau 
berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia.” Adanya keharusan sifat 
terorganisasi dalam proses perusakan hutan yang tertuang lebih awal dalam UU 
Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. 
Dengan adanya pengecualian bagi masyarakat yang tinggal di dalam atau di 
sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/ atau 
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melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan 
komersial, yang tertuang dalam pasal 1 angka 6 UU P3H perihal pengertian 
Terorganisasi. Dalam rumusan tindak pidana di pasal yang dijadikan dasar 
dakwaan memuat 2 unsur, yakni setiap orang sebagai unsur subjektif dan 
perbuatan pidana sebagai unsur objektif. Dalam kasus ini, unsur subjektif dan 
unsur syarat-syarat di undang-undang yakni “setiap orang” dan “terorganisasi” 
tidak terpenuhi dikarenakan pembacaan secara parsial Penuntut Umum terhadap 
UU P3H. 
C. Akibat Hukum dengan di Jatuhkannya Putusan Bebas Bagi 
Terdakwa dalam Tindak Pidana Pengrusakan Kawasan Hutan. 
Hal-hal yang berkaitan dengan akibat hukum dalam dijatuhkannya putusan 
bebas bagi terdakwa pada perkara Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Wns adalah 
sebagai berikut: 
1. Dalam Hal Penahanan 
 Dalam amar putusan pada perkara Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN 
Wns Majelis Hakim telah memutuskan perkara ini dengan 6 poin 
yakni: 
1) Menyatakan Terdakwa Sukardi Bin Massalesse, tidak terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu, 
alternatif Kedua, alternatif Ketiga Penuntut Umum. 
2) Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan 
Penuntut Umum. 
3) Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, 





4) Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera 
setelah putusan ini diucapkan. 
5) Menetapkan barang bukti berupa: 
- 1 (satu) buah parang; 
- 1 (satu) buah Subbe; 
Dikembalikan kepada Terdakwa 
6) Membebankan biaya perkara kepada terdakwa. 
 Sebagaimana perintah putusan Hakim dipoin 4 di atas, Terdakwa 
yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan 
seketika. Hal yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (3) 
KUHAP yang menyatakan bahwa: 
“Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), 
terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk 
dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang 
sah, terdakwa perlu ditahan”. 
 Selain itu, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 
Tahun 2001 tentang Pembuatan Ringkasan Putusan Terhadap Perkara 
Pidana yang Terdakwanya Diputus Bebas atau Dilepas Dari Segala 
Tuntutan, menyatakan bahwa: 
“Terhadap perkara pidana yang terdakwanya ditahan dan diputus 
dengan amar putusan yang menyatakan terdakwa dibebaskan dari 
segala dakwaan (vrijspraak) atau dilepas dari segala tuntutan 
(ontslag van alle rechtsvervolging) dengan perintah agar terdakwa 
segera dikeluarkan dari tahanan pada saat putusan diucapkan di 
depan sidang terbuka untuk umum harus sudah ada setidak-
tidaknya ringkasan putusan (extract vonis) atau setidak-tidaknya 
segera setelah putusan tersebut diucapkan agar segera dibuat 
ringkasan putusan (extract vonis) guna dapat segera dieksekusi 






 Ketentuan dalam Pasal 191 ayat (3) KUHAP dan Surat Edaran 
Mahkamah Konstitusi No. 5 Tahun 2001 tentang Pembuatan 
Ringkasan Putusan Terhadap Perkara Pidana yang Terdakwanya 
Diputus Bebas atau Lepas Dari Segala Tuntutan telah sesuai dengan 
ketentuan Pasal 199 ayat (1) dan (2) KUHAP. 
2. Dalam Hal Penuntut Umum dan terdakwa Menerima atau Menolak 
Putusan 
 Setalah Majelis Hakim membacakan putusannya maka baik 
Penuntut Umum maupun Terdakwa mempunyai hak untuk menolak 
atau menerima putusan Majelis Hakim. Hal ini sesuai dengan 
ketentuan Pasal 196 ayat (3) huruf a KUHAP. Dalam amar putusan 
pada perkara Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Wns Majelis Hakim 
menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana hingga Terdakwa diputus bebas. 
Pada putusan yang membebaskan terdakwa baik Penuntut Umum dan 
Terdakwa tidak dapat mengajukan upaya hukum banding, hal ini 
sesuai dengan ketentuan Pasal 67 KUHAP menyatakan bahwa: 
“Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk meminta 
banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama 
kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan 
hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya 
penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara 
cepat” 
 Selain tidak dapat mengajukan upaya hukum banding, baik 
Penuntut umum dan Terdakwa tidak dapat mengajukan upaya hukum 





“Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada 
tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada 
Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat 
mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada 
Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.” 
 akan tetapi upaya yang dapat diajukan Penuntut Umum: langsung 
mengajukan “kasasi” berdasar “hukum kasus” (case law) putusan 
Mahkamah Agung No. 275 K/Pid/1983 (15 Desember 1983), dan 
keputusan Menteri Kehakiman No. 0144/PW.07.D3 (10 Desember 
1983) serta SEMA No. MA/PEMB/2653/83 (8 Agustus 1983). Pada 
lampiran Keputusan Menteri RI diatas butir 19 dicantukamkan antara 
lain: 
“Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, 
tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, 
keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat 
dimintakan kasasi. Hal ini akan didasarkan pada 
yuresprudensi.” 
 Kasasi dapat diajukan oleh Jaksa Agung ke Mahkamah Agung 
dengan dasar demi kepentingan hukum. Dengan tidak adanya lagi 
upaya hukum biasa yang dapat dipakai, maka upaya kasasi bagi 
putusan bebas Pengadilan Negeri tingkat pertama dimungkinkan oleh 
hukum. Berangkat dari Surat Keputusan Menteri Kehakiman  No. 
M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan 
KUHAP angka 19, putusan bebas dalam praktiknya telah dilakukan 




BAB V  
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya 
maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: 
1. Tuntutan terhadap terdakwa dengan fakta-fakta hukum yang 
ada sebagian telah terbukti. Namun berdasarkan keterangan 
terdakwa, keterangan saksi dan alat bukti serta fakta-fakta 
hukum yang ada terbukti bahwa perbuatan yang dilakukan 
terdakwa dalam perkara ini bukan merupakan tindak pidana 
sebagaimana putusan hakim yang menyatakan “terdakwa 
Sukardi Bin Massalesse, tidak terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana 
didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu, alternatif Kedua 
dan alternatif Ketiga.” Dari hasil pertimbangan hakim dakwaan 
alternaif kesatu, kedua dan ketiga Penuntut Umum tidak 
memenuhi unsur.  
 Tidak terpenuhinya salah satu unsur dari beberapa unsur 
dalam rumusan tindak pidana akan dianggap kurang memenuhi 
asas legalitas. Sebagaimana penuntut umum mempelajari 
berkas perkara hasil pemeriksaan penyidikan, dan 





terdakwa bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau 
pelanggaran, penuntut umum lebih baik menghentikan 
penuntutan. Sebab bagaimanapun, dakwaan yang bukan 
merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran yang 
diajukan kepada sidang pengadilan, pada dasarnya hakim akan 
melepaskan terdakwa dari segala tuntutan. 
2. Akibat hukum dengan dijatuhkannya putusan bebas bagi 
terdakwa dalam tindak pidana pengrusakan kawasan hutan pada 
perkara Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Wns yaitu: 
- Dalam hal penahanan, terdakwa harus segera dibebaskan 
dari tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 191 ayat (3) 
KUHAP, dan Surat Edaran Mahkamah Konstitusi No. 5 
Tahun 2001 tentang Pembuatan Ringkasan Putusan 
Terhadap Perkara Pidana yang Terdakwanya Diputus bebas 
atau Lepas Dari Segala Tuntutan. 
- Penuntut Umum dan Terdakwa, berdasarkan Pasal 259 ayat 
(1) KUHAP, Jaksa Agung dapat mengajukan kasasi demi 
kepentingan hukum terhadap putusan bebas dan bagi 
Penuntut Umum dapat mengajukan upaya kasasi diperkuat 
dengan adanya putusan.  
B. Implikasi penelitian 
1. Hakim dalam menjatuhkan putusan mestilah 
mempertimbangan fakta-fakta hukum yang muncul dalam 
persidangan agar keadilan subtantif dapat tercapai. Hal itu lah 
yang terlihat dalam amar putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN 





Penuntut Umum yang dianggap keliru menerapkan dakwaan. 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan 
dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan harusnya tidak 
dimaknai secara parsial yang berimplikasi rentannya 
masyarakat yang hidup sekitaran kawasan hutan dijerat pada 
UU ini. Dalam konsideran peraturan ini terkhusus pada poin f 
menyatakan “bahwa peraturan perundang-undangan yang ada 
sampai saat ini tidak memadai dan belum mampu menangani 
pemberantasan secara efektif terhadap perusakan hutan yang 
terorganisir.” Maka seyogianya penuntut umum harus lebih 
lengkap dan teliti dalam membuktikan unsur-unsur tindak 
pidana terhadap sebuah peristiwa hukum yang terjadi. 
Disamping itu dalam penangan kasus dengan dakwaan yang 
kurang tepat, hakim diharapkan dapat menolak atau 
memerintahkan kepada penuntut umum untuk memperbaiki 
dakwaan hingga dapat terciptanya peradilan murah, sederhana 
dan cepat. 
2. Meskipun upaya hukum kasasi bagi putusan bebas 
sebagaimana dalam Pasal 259 ayat (1) KUHAP, kesepahaman 
aparat penegak hukum terhadap sebuah peraturan haruslah 
terjalin agar tidak ada lagi kasus yang berakhir dengan 
kekeliruan penerapan tuntutan terhadap terdakwa.  
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